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e bahwa untuk me]aksanakan ketenman Pasal 103 Peraturan"

Daerah Kabupaten KaranganYar Nomor 11 Tahun 2014 o
. | | :tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah peﬂu L

o ,»‘"'v,."vmenetap kan Peraturan Bupafl tentang Slstem dan Prosedur U

BT Pengelolaan Keuangan Daerah

.f ‘Undang-Undang Non'ior 13 Tahun 1950 tentang* L
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. Daerah dan RetnbuSI Daerah (Lembaran Negara v?v;“ .



. chubhk Indones1a Tahun 2009 Nomor 130 'l‘ambahan

| Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 5049)
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran | -

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5679), | _ ) ]
Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang:'fi-: :

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara"' "

Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan '

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4502)

) sebagalrnana telah dlubah dengan Peraturan Pemenntahf
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'Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575), o

. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang"'"
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- .:.‘Menterx Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentangj_>', "

o "v,“'Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

oo, Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;’:?

vtentang Tata Cara Penatausahaan dan PenYU-Sunan S

Laporan | Pertanggung]awaban .B,en q ahara se rta’ ‘. SRR

R 21 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 201 1 R

o tentang Pedoman Pembenan H1bah dan Bantuan Somal'?:?’

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa o

"»D act ah Sebagalmana ' telah dzubah dengan Peraturan}“

L ':Menten Dalam Negen Nomor 14 Tahun 2016 tentangib S

o :'.j:: . .'_Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor:f :- ’:_'-2'
B ,*32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan

R ‘V,Pendapatan dan Belanja Daerah , o T
B '»’-*";v}22.‘Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016{':‘”: .

SR tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mlhk Daerah” e

o ’ o v, 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11: S

" Tahun 2014 tentang Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan - i

o Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar ;_ e },
v’Tahun 2014 Nomor 11, ’I‘ambahan Lembaran Daerah___*‘.: o
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- BABI
| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 1n1, yang dlmaksud dengan | : .

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ,
Pemerintah Daerah adalah Bupatl sebaga1 unsur
Penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm
pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadx |
kewenangan daerah otonom o SR
Bupatl adalah Bupa‘u Karanganyar :
Dewan Perwakilan = Rakyat Daerah yang selanjutnya'

- 'd1s1ngkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah

Kabupaten Karanganyar S o s o
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaijan daerah' ‘
dalam rangka penyelenggaraan Pemermtahan Daerah yang

'dapat dm11a1 dengan ‘uang termasuk dldalamnya segala L
:bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak da.n S -'

kewajlban Daerah tersebut

‘Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang mehputl perencanaan, pelaksanaan,'
pehatausahaan, pelaporan, pertangglﬁg]awaba‘n_ dan

pengawasan Keuangan Daerah

. ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selan_]utnya |

disingkat APBD “adalah rencana keuangan tahunan -
Pemenntahan Daerah yang dibahas dan dlsetujm bersama
oleh Pemenntah Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan

| Peraturan Daerah . : R v
. Surat Pertanggun.awaban yang selanjutnya dlsmgkat SPJ -
adalah bukti pembayaran dan atau bukti pembeha.n yang

merupakan baglan ya_ng tak terplsahkan dan keglatan

vdlmaksud S _ . : T
. 7Tahun Anggaran adalah masa pelaksanaan keglatan dalam

satu tahun mulai dan tanggal 1 Januan sampa1 dengan 31

Desember



vv.}'”Badan Keuangan Daerah selanjutnya 'dlslngkat BKD_?’,}‘ﬁ:{:f,':ﬁ‘f‘
.. 'adalah Umt Kerja yang melaksanakan satu atau beberapav'_‘ RCIEIIER)

. program .
R 1 1 Pendapatan Ash Daerah selanjutnya d1s1ngkat PAD adalah e
R sumber pendapatan yang d1dapat dan dlkelola oleh Daer h

o _sendm

55,:."';,,,12'.‘*"Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan .. Daefah»f’.“'.vf'»v
| "’v‘jadalah Bupa‘u Yang karena Jabatannya mempunyal”‘;-vf --
R kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaanf’f

}- | Keuangan Daerah

L i i'dlsmgkat PPKD adalah KepaIa Satuan Kelja Pengelola‘_;

| : Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsebut Kepala SKPKD‘{‘.}:' -
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 'APBD' R
s dan bertmdak sebaga1 Bendahara Umum Daerah : .

S ‘,f:.Bendahara Umum Daerah yang selan_)utnya dlSlngkat BUD .
S adalah PPKD yang bertmdak dalam kapasn:as sebagal

T Bendahara Umum Daerah

.»;‘Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sclan_;utnya dlsebut :
Kuasa 'BUD adalah PeJabat yang dlben kuasa "untuk"'}::';j}",v o
?,A}»':nlelaksanakan sebaglan tugas BUD : S
16 »Satuan Kexj]a Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkatf
, "j;_:_:f SKPD adalah perangkat daerah pada Pcmermtah Daerah:

& Ltselaku PA/ barang e ’
‘;“nUmt KerJa adalah baglan dar1 SKPD yang melaksanakan ‘;

v _v’jSatu atau beberapa progr am. S
| ,;},,',18’;]Pengguna Anggaran yang SelanJutnYa dlsmgkat PA'adalah "

_PeJabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran’ff‘"?

untuk melaksanakan tugas pokok dan fung81 SKPD yang":

o ’dip1mp1nnya

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dxsebut ‘KPA

adalah pejabat yang dlbem kuasa untuk melaksanakan";}_i..j"} }}

; ‘,Sebaglan kewenangan PA da.lani melaksanakan sebagla.nf




20

| pejabat yang dltunjuk oleh PB untuk mendapat hmpahan‘f" S

: menggunakan Barang M111k Daerah yang berada dalam'
P ‘penguasaannya dengan sebalk-balknya, R
o2, |

o d1s1ngkat PPTK adalah peJabat pada Unit Kerja SKPD yang R

o mela.ksanakan satu atau beberapa keglatan dan suatu‘ o L

Pengguna Barang yang selanjutnya dlsmgkat PB adalah:v{ T;‘ _‘
. v‘kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan:} : -
TR "Barang Mlhk Daerah selaku pejabat pengguna anggaran, o o

- ,Kuasa Pengguna Barang Yang selanJutnya dlslngkat KPB '-
 adalah kepala Unit Kerja yang merupakan KPA atau

o sebaglan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

v ,»Barang Mlhk Daerah pada Pengguna Barang uﬂtuk |

Pejabat Pelaksana Tekms Kegxatan ,yang Selanjutny a :

o ',program sesual dcngan b1dang tugasnya

Daerah
> },;.,.}Daerah yang dltentukan oleh Bupat1 untuk menampllngf;ri

vuntuk menampung seluruh penerlmaan Daerah danv; . "ivi

- menatausahakan dan mempertanggung]awabkan uang,__-

R pendapatan Daerah dalam rangka peIaksanaan APBD pada

3. Pcngguna Barang yang selaruutnya dlslngkat PB adalahf[ PR

G ;'fpejabat pemegang kewenangan penggunaan barang m111k R o

:Kas Umum Daerah adalah tempat Penylmpanan uang

seluruh penenmaan Daerah dan membayar Seluruh’,,:‘:;"':“
o vv 'pengeluaran Daerah - T j I _‘ o
25 Rckemng Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat ‘ N
B :penylmpanan uang Daerah yang dltentukan oleh Bupau*};- : }
:f‘fumembayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yangif:i‘ R
R ,fv""'\fv’:dltetapkan N I AT AT R

Bendahara Penenmaan ada.lah Pe_]abat fungswnal yang ,}: e
L dltunjuk menenma menylmpan, menyetorkan, fl‘;j‘-:

 SKPD.

27,
'dltLanuk menerima,  menyimpan, membayarkan,f:f_i g
»menatausahakan dan ‘mempertanggung]awabkan uang
R : untuk keperluan belan_]a Daerah dalam rangka .
Pelaksanaan APBD pada SKPD S

Bendahara Pengeluaran ada.lah pejabat fungs1ona1 yang




28. |
29.
- 30.

31.

Penerlmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas,‘
Daerah. ‘ ‘ o o
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas
Daerah I LI R
Pendapatan Daerah adalah hak Pemermtah Daerah yang”
dlakm sebaga1 penambah mla1 kekayaan ber31h ’
Belanja Daerah adalah kewa_uban Pemerintah Daerah yang

~ diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 32.

- "33_

~dibayar kembah dan /atau pengeluaran yang akan d1ter1ma '

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

Pendapatan Daerah dan belanja Daerah

Pemblayaan Daerah adalah semua penenmaan ya.ng perlu' -

- kembuali, ba1k pada Tahun Anggaran yang bersangkutan

34,

395.

maupun pada Tahun Anggaran benkutnya v o
Sisa Lebih- Perhltungan Anggaran yang selanjutnya

}dlslngkat SILPA adalah selisih leb1h rea_hsam penerimaan }'

dan pengeluaran anggaran selama satu periovde' anggaran
Pinjaman Daerah adalah semua transaks1 yang
mengaklbatkan Daerah menenma se_;umlah uang atau‘
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar

~kembali.

36,

38.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program ya‘n'g
akan atau telah dlcapaJ sehubungan dengan penggunaan

o | anggaran dengan kuantltas dan kualitas yang terukur
37.

P‘ungsr adala.h perwujudan tugas kepemermtahan di b1dang
tertentu yang dila sanakan dalam rangka mencapa1 tu_juan

pembangunan nasional.

Program adalah penjabaran kebljakan SKPD dalam bentuk .

upaya yang ben81 satu atau lebih kegxatan dengan

B menggunakan sumber daya yang dxsedlakan untuk

~ 30.
' oleh satu atau leb'lh Umt Kerja pada SKPD sebaga1 bagian =

mencapai hasil yang terukur sesuau dengan misi SKPD

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dxlaksanakan '

dari pencapalan sasaran terukur pada suatu Program dan

terdiri dari sekumpulan tmdakan pengerahan sumber daya




‘baik yang berupa pérsonal (sumber daya manusia)"‘,‘ barang .

" modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

| - kombinasi dari beberapa atau ke ‘semua Jems sumber daya -

tersebut sebagal masukan (mput} untuk menghasxlkan__ N

~ keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

' 40.

Sasaran (target) adalah hasﬂ yang dlharapkan darl suatu} i

o Program atau keluaran yang dzharapkan dari suatu

41.
. oleh Keglatan yang ~ dilaksanakan - untuk mendukung o
42.

43.

44,
'v dlsmgkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah: )

v ‘untuk perlode 1 (satu} tahun. ' '

45.

Keglatan : . .
Keluaran (output) adalah barang atau Jasa yang dlhasﬂka.n

pencapaxan Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencermmkan‘ '
berfungsinya keluaran dar1 Keglatan dalam satu Program ’
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang: |
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (hma) tahun

Rencana Kerja Pemenntah Daerah yang selanjutnya"

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

- disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan .

’}penganggaran yang ben31 rencana pendapatan dan

- 46.

a7.

rencana belanja Program dan Kegiatan SKPD sebaga1 dasar o

penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan‘
Daerah yang selanjutnya dxsmgkat RKA-PPKD adalah :
rencana kezja Badan Keuangan Daerah selaku BUD o
Kebijakan Umum APBD yang seIanjutnya dlsmgkat KUA‘

~ adalah dokumen  yang memuat kebijakan b1dang-

48,

| pendapatan, belanja dan pemblayaan serta asumsi yang '

mcndasannya untuk periode 1 (satu) tahun. _
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS merupakan Program prlontas dan patokan |
batas maks1ma1 anggaran yang d1ber1kan kepada SKPD
untuk setiap Program sebaga1 acuan dalam penyusunan-
RKA-SKPD sebelum d1sepakat1 dengan DPRD



',49.
50,

- 5L '
- sP2D adalah dokumen yang dlgunakan sebaga1 dasar

- 92,

53,
o adalah ‘dokumen yang dlgunakan/ diterbitkan oleh PA/ KPA -

54,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya N

dlsmgkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat‘ o
| pendapatan dan belanja Setlap SKPD yang dlgunakan |

| sebaga1 dasar pelaksanaan oleh PA

Surat Permintaan Pembayaran yang selan_]utnya dlsmgkat:‘_.'vv

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung Jawab atas pelaksanaan Keglatan/ Bendahara__bf_b, ,
Pengeluaran untuk menga_]ukan permlntaan pembayaran "

Surat Permtah Pencau'an Dana yang selanjutnya d1smgkat:; ‘,

vpencalran dana yang chterbltkan oIeh BUD berdasarkanv:f,

SPM. . : ,
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang '
selanjutnya d1s1ngkat SP2B adalah dokumen yang

'dlpergunakan sebagai dasar penyerahan pendapatan dan

belan_;a yang disahkan BUD berdasarkan SP3B. |
Surat Permtah Membayar yang selan_]utnya dlsmgkat SPM -

untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran DPA—" :

'SKPD.

Surat Penntah Membayar Langsung yang selanjutnya""v |

" d1s1ngkat SPM-LS adalah dokumen yang dlterbltkan oleh )

. 56.

"PA/ KPA untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran' '
| -:DPA—SKPD kepada plhak ketlga
55.

_.fsejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja

Uang Persed1aan yang selanjutnya dlsmgkat UP adalah}’v

dalam melaksanakan kegiatan operaswnal sehan-han B
Surat Penntah Membayar ; Uang Persed1aan yangj f
selanjutnya dlsmgkat SPM-UP adalah dokumen yang

, '_dxterbltkan oleh PA/ KPA untuk penerbltan SP2D atas |

57

'beban pengeluaran DPA-SKPD yang dlpergunakan sebagal:
uang persedlaan untuk 'mendanai kegiatan . operasxonal‘
’kantor sehan hari. . »
‘vSurat Perintah Membayar Ganu Uang Persedxaan yang'f”

, }selanjutnya dlsmgkat SPM-GU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PA/ KPA untuk penerb1tan SP2D atas



* beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya d1pergunakan» .

58

- untuk menggantl UP yang telah dlbelanjakan . _ _
.:‘Surat Permtah Membayar Tambah Uang Persédlaan yang .
" selanjutnya d1smgkat SPM-TU adalah dokumen yang‘
' :d1terb1tkan ‘oleh PA/ KPA untuk penerb1tan SP2D atas’v

~ beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya -

;.rneleb1h1 Jumlah batas pagu uang persedlaan yang telah i

| dltetapkan sesuai dengan ketentuan.

59.

: '}'dlterbltkan oleh PA/ KPA untuk mencrb1tkan SP2B atasr |

Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja L

yang selanjutnya dlsmgkat SP3B adalah dokumen yang

penenmaan dan Pengeluaran Daerah yang tldak me1a1u1

Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD]

60.
’ if kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemenntah

Pmtang Daerah adalah Jumlah uang yang wa_ub dlbayar_f-' |

| Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagm akxbat -

o peljanjlan atau aklbat lamnya berdasarkan peraturan

6l

Perundang—undangan atau ak1bat lainnya yang sah B B
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dlbeh atau

_ dlperoleh atas beban APBD atau berasal darl perolehan

. Daerah yang dapat dlmlax dengan uang berdasarkan

. Iamnya yang sah
e |
Pemerlntah Daerah dan/atau ‘ kewapban Pemenntah o

Utang Daerah adalah Jumlah uang yang Wa_}lb dlbayar ot

peraturan - perundang-undangan, peqanpan atau

‘ _berdasarkan sebab lamnya yang sah

63.
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
'v besar - yang ‘tidak dapat d1penuh1 dalam satu Tahun- -

Dana Cada.ngan adalah dana yang dlsxslhkan untuk e

. -Anggaran. _ , _
'64.}Slstem Pengendahan Intern Keuangan Daerah merupakan_'
| ‘suatu proses yang berkesmambungan yang dllakukan oleh B
Lembaga/Badan/Umt yang mempunyai tugas dan F‘ungs1 o

' melakukan pengendahan melalul audit dan evaluasx, untuk

men_]amm ‘ agar pelaksanaan, kebljakan pengelolaan .



':,"V"»'.ﬁv{.v,pelayanan kepada masyarakat berupa pen}'edlaan barang'i R
S f,f"dan/atau Jasa yang d1Jua1 tanpa mengutamakan mencarl.}ﬁ}';v;_.v,.,

keuntungan dan | dala.m :*l.; melakukan '- keglatannya

g perbuatan melawan hukum ba1k sengaja maupun la1a1
66,

-._Keuangan Daerah sesua1 dengan rencana dan peraturan"'-:',"'.
o pemndang'undangan . R T i

':_Keruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,“ R
B dan barang yang nyata dan pastl Jumlahnya sebagaJ aklb": t

| Badan Layanan Umum Daerah yang selan_]utnya dxsmgkat |
‘BLUD adaIah SKPD/ Un1t Ker_]a pada SKPD di lmgkul’lgan o |
:.v;-.Pemerlntah Daerah yang dlbentuk untuk membenkan::,_:.}vv. ST

o vdldasarkan pada pnnSIp eﬁswn dan produktlﬁtas

6T

v'adalah dokumen yang mcnyatakan tersedlanya dana untuk:-f :::'

:Surat Penyedlaan Dana yang selanjutnya dlsmgkat SPD_»: L

o 'melaksanakan Keglatan sebagal dasar penerbltan SPP

oL Ajmanfaat ekonomis seperu bunga dev1den, roya1t1 manfaat el

Investa31 adalah penggunaan aset untuk memperoleh :

‘ sosml dan/atau manfaat lamnya o sehmgga dapatf
o memngkatkan kemampuan pemermtah dalam T angka '; ;
P 'pelayanan kepada maSYarakat R By ey
6o .
C dlsmgkat UKBJ adalah umt kelja d1 kementrlan a2 lembaga e
Y pemermtahan Daerah yang menJadl Pusat keunggulan_].f;,_’

',Umt Ker_]a Pengadaan Barang /Jasa yang selanjutnya'v"_:v:?? R

o Pengadaan Barang/Jasa

70

PeJabat Pembuat Komltmen adalah yang selanjutnya:_ R

o dlslngkat PPKom adalah pejabat yang dlben kewewenangan .

- oleh PA/ KPA untuk mengambﬂ Keputusan dan/ atau

o .f'melakukan tlndakan yang dapat mengaklbatkan:}‘f

o ’fungsmnal / personll yang bertugas memenksa admmmtraSl el

P ',;'pengeluaran anggaran belanja daerah o -
7 vll-,}Pejabat Pemerlksa Has:l Pekerjaan yang sclan_]utnya‘ R

A .fdlsmgkat PPHP adalah peJabat admlnlstra81 : /peJabat

- hasﬂ pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa

72.

Pan1t1a/ PeJabat ’ Pemenksa : Hasﬂ Pekerjaan yang

s fselan_]utnya dlsmgkat PPHP adalah t1m yang bertugas




memenksa admlnlstra31 hasil pekerjaan Péhgadaan ’

. 'Barang/Jasa

73.

: pengawasan melaIm audlt rewu, pemantauan, evaluasr'»» o

Aparat Pegawal Intern Pemerlntah yang selan_]utnyau
dxsmgkat APIP adalah aparat yang memperlakukan_x

dan keg1atan pengawasan lam terhadap penyelengaraan'

_ tugas dan fung31 Pemenntah :

BAB II

RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

(1)

KEUAN GAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenal kebuaka.n

- s1stem Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur

@

| Pengelolaan Keuangan Daerah.
S1stem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, .

' ,_sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehputl

Tmo&oe oo

.8

a. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah
. Struktur APBD; .
Penyusunan APBD
Pelaksanaan APBD;
‘ Perubahan APBD

Perencanaan Kas,

o

Penatausahaan Keuangan Daerah

. Pertanggung] awaban Keuangan;

e
:

Pembukaan dan Penutupan Rekemng Bank pada '
SKPD; ' ' '
Pelaksanaan Program Keglatan APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Format Dokumen Pengclolaan Keuangan;
. Akuntansi Keuangan Daerah; '
Pengawasan, o

Pengelolaan Keuangan Lmnnya, dan

Ketentuan Penutup.



| © BABII B |
STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Baglan Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

v - Pasal 3 v
Bupatl selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan‘
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemlhkan;v-}'
_ Kekayaan Daerah yang dlplsahkan
, Baglan Kedua

Koordlnator Pengelolaan Keuangan Daerah

PaSal 4 |
- Sekretaris. Daerah selaku koordmator Pengelolaan Keuangan

Daerah berkaitan. dengan peran dan fungsmya dalam

" membantu Bupati ~ menyusun kebuakan o 'danv

mengkoordmamkan penyelenggaraan urusan pemenntahan

Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah

, : Bagléh' Ketxgé _
' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum
~ Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pejabat
Pcnatausahaan Keuangan PPKD

v ~ Paragraf1 ,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum

Daerah

o ‘ Pasal 5 .
Fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala BKD

. Pasal6 o
B F‘ung31 PPKD melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak e
sebagai BUD. -



Pasal 7

, Bupatt menunjuk pejabat yang melaksanakan Fungs1 PPKD R

 selaku BUD apabila Kepala SKPKD berhalangan tetap/ o

~ sementara.

| Paragraf 2

Kuasa Bendahara Umum Daerah

v o Pasal 8 .
- (1) BUD menun_]uk pejabat selaku kuasa BUD yakm |
a. Kepala B1dang Anggaran selaku Kuasa BUD bertugas
1. menylapkan anggaran Kas; dan
- 2. melaksanakan pengendahan pelaksanaan APBD o
~ b. Kepala Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku
' Kuasa BUD bertugas: ' ST
1. menyiapkan SPD;
2. 'menylapkan SP2D
3. menylapkan SP.?B A , B -
"4.",melakukan pembayaran berdasarkan permmtaan' :
'.pejabat PA/KPA atas beban Rekemng Kas Umum -
"Daerah : | o ,
5. 'melaksanakan pembenan pm_]aman atas nama
Pemerintah Daerah ' f B o
6.»mclaksanakan | penempAtén | u_a_fng ‘Daerah f} f dan
| »mengélola/meriatausahakah InvéStasi Daerah; =
7. ,melakukan pengelolaan utang dan P1utang Daerah
- 8. ”melakukan penagihan P1utang Daerah;

9. membantu BUD dalam rnenylapkan Laporan P03131 -, - .

Kas Harian dan Rekon31ha31 Bank -

| 10. menyimpan - seluruh - bukt1 ash | ‘kepemilikan
: kekayaan Daerah berupa surat-surat berharga .

| untukasetlancar S , I
vll memantau ' pelaksanaan peneriméan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau Iembagay‘v}
keuangan lainnya yang dltun_]uk o

12. menylrnpan uang - Daerah serta melaksanakan



p penempatan

L -5‘f’; Pengadmmlstrasmn Jasa glro kasda Jasa | gn—o

»"'pemegang kas, . tabungan dan pendapatan dendaf::f

“ '_f“_keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
' mengusahakan dan mengatur dana yang dlperlukan
L :.fidalam pelaksanaan APBD Sl .
= B '._?bertanggung JaWab terhadap pengadmlnlstrasmn
vaenenmaan Pemblayaan Daera.h antara 1a1n yang .',
DR berasal darl SILPA Tahun sebelumnya, dan:'"»;;:"‘: f ]
N i3:"jj?'Pcnar1kan Aset Management Umt (AMU) dan ‘bank N

o dan/ atau lembaga keuangan lamnya yang dltunjuk o

atau Bank Penylmpan Kas Daerah dan

- ‘v}.imengadmmlstra&kan penenmaan pengembahan ga_u o

S »S_Tahun Anggaran sebelumnya, Penerlmaan Taspen, Lo

E Sumbangan masyarakat (atau sebutan lalnnya) dan :

’Pcfr,lgembal,ia’n"
R : Sebelurnnya : o
c ;}f}}Kepala Bldang Pendataan, Pengol ahanm}dan }Penetapan;v
= selaku kuasa BUD melaksanakan tUgas yaltu S
:{1 melaksanakan pendaftaran f‘ Wajlb paJak /Waij .
""'f"’.:-"‘;_-“ir:,»_’retrlbusl Daerah B o R

e -5:72{:7-'mengumpulkan dan mengolah " data yang',;ﬁ*

o berhubungan dengan poten31 dan pemngkatan S o
] Pendapatan Daerah dan |

melaksanakan penghltungan dan penetapan
:,:besaran paJak Daerah yang harus dlbayar oleh Wajlb; Do
:v;-"apa.]ak dan Wa]lb retnbu81 dengan mengkaJI datav{ﬁ:f‘

e yan g masuk sesua1 pedoman yang berlaku

‘,_“-v'f?'j‘Kepala Bldang Penaglhan, Keberatan dan Pememksaani? .
»pa_}ak selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaltu o |
"v"i::"_l merumuskan mengumpulkan dan mengolah data S

‘ rencana Ke glatan dl bldang penaglhan pajak Daerah

?".'Q; :vyang telah Jatuh tempo melayam keberatan danf S |

'sebagal pedoman pelaksanaan tugas dan

‘2 melaksanakan penaglhan plutang pa_]ak Daerah




e. Kepéla | Bldang Akuntans1 selakil kuasa":.;BUD"'. o

. melaksanakan tugas yaltu » o
1. melaksanakan sistem akuntanm : danv pelaporan

| Keuangan Daerah; dan ' e
2. menyaﬂkan informasi Keuangan Daerah
£ Kepala Bidang Aset Daerah  selaku kuasa BUD',‘;.
melaksanakan tugas yaztu o
1. menyxmpan seluruh bukti kepemlhkan kekayaan
Daerah untuk aset tetap; dan v

2. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan'_-".

_ : Barang M111k Daerah T .
(2 Kuasa BUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnyall- ‘

| kepada BUD." ) P .
(3) Penunjukan Kuasa BUD dxtetapkan dengan Keputusan}""
Bupatl atas usul Kepala BKD selaku BUD melalm
Sekretans Dacrah ’ B

. Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

, Pasal 9 . =
o Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan Fungs1 '
tata usaha keuangan SKPKD sebaga1 PPK—PPKD ‘yang

o 'mempunyal tugas :

a. menehu kelengkapan SPP—LS yang dxsampalkan oleh"
‘Bendahara Pengeluaran PPKD; S B

b. menyiapkan SPM-LS untuk d1tandatangan1 olch PPKD
c. melakukan venﬁkasa terhadap dokumen SPJ Bendahara,b_
Pengeluaran PPKD -

d. setelah diverifikasi, dokumen SPJ ’Ben'c‘iaha’ra Pengeluaran
~dan kelengkapannya d1ber1kan kepada PPKD untuk
mendapatkan pengesahan, - . R ,‘

e. dalam melaksanakan tugasnya, PPK-PPKD dapat d1bantu -
 oleh staf yang melaksanakan Fungsx verifikasi, danf o

' pelaporan, dan



f. setelah mendapatkan pengesa.han - dan PPKD dokumen

SPJ d1ber1kan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk o ‘-

SPJ ‘administratif dlsnnpan ~ sebagai dokumen
petanggung]awaban sedangkan SPJ fungswnal dlkmm ke o
Bupat1 c. q Kepala BKD. ' o

| Pasall0 | |
(1) Pejabat PPK—PPKD yang dltunjuk adalah pejabat struktural
 eselon II di lingkungan SKPKD - o
(2) Pejabat PPK-PPKD sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
dltetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD R

Baglan Keempat , .
Pejabat PA/ PB Pejabat Kuasa PA/PB, Pejabat Penatausahaan
' Keuangan SKPD dan PPTK =

o Paragraf 1
PeJabat PA/PB
o Pasal 11 = I
Kepala SKPD selaku Pe_]abat PA/PB bcrwenang danv_ -

bertanggung Jawab atas tembnya penatausahaan anggaran -

yang dialokasikan pada SKPD yang dlpllmplnnya,v termasuk

melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara .

Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

v Pasal 12 . CL
. Dalam hal Pejabat PA/PB berhalangan, Bupati menetapkan

pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai Pe_]abat PA.

. Pafagraf 2 ‘
Pejabat Kuasa PA/ PB .
'~ Pasal13.
PeJabat PA / PB dalam melaksanakan tugas dapat mehmpahkan
. _sebaglan kewenangannya dengan menunjuk Pejabat KPA / KPB
“untuk melaksanakan Program dan Keg1atan SKPD dan



bertanggung Jawab kepada Pejabat PA / PB, yaltu

a‘

melakukan tindakan yang mengak1batkan pengeluaran

- atas beban anggaran belanja, o

. vmelaksanakan anggaran Umt KerJa yang dlplmpln, : .

c. ‘melakukan pengujzan atas ‘tagihan dan memenntahkan"
‘pembayaran; . _

."’mengadakan 1katan / per_;anjlan kerjasama dengan p1hak o
“lain dalam batas anggaran yang telah dltetapkan

e. menandatangam SPM-LS dan SPM-TU

f. mengawa31 pelaksanaan anggaran Umt Kefja yang

: dlplmplnnya

melaksanakan tugas tugas KPA/ KPB lamnya berdasarkan v

“kuasa yang dlhmpahkan oleh PA/PB;
. KPA/ KPB sebagaimana dlmaksud bertanggung Jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB;

. dalam pengadaan barang/_]asa, KPA sekahgus bertmdak

‘";f»sebagal PPKOM; dan

dalam - hal vPeJabat KPA/KPB berhalangal_fx, maka

‘kewenangan kembali kepada Pejabat PA/ PB atau da’bat

diusulkan kepada Bupati untuk rnenetapkan pejabat
sementara yang diberi kewenangan sebagal Pejabat Kuasa
KPA/ KPB. o
Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD -

Pasal 14

(l) Kepala SKPD rnenetapkari pejabat yang melaksanakan

-Fungsi tata usaha keuangan SKPD sebagai PPK—SKPD yang

mempunyaJ tugas

a. meneliti kelengkapan pengadaan barang/ jasa yang

dlsampeukan oleh Bendahara Pengelu_aran vdan_
diketahui/ dlSCtUle oleh PPTK; ’

" b. meneliti kelengkapan SPP-UP SPP-GU, SPP—TU dan

SPP-LS termasuk gaji dan tunjangan Pegawm Negerl
Sipil serta_ penghasilan lainnya yang dlajukan oleh



: Bbéndahara‘ Pengeli.iérén; |

| melakukan venﬁka31 SPP |
menyxapkan SPM _

melakukan verifikasi harian atas penenmaan
melakukan akuntansi SKPD;.
meny1apkan laporan keuangan SKPD;

PRt e oo

.,melaksanakan venﬁkam atas SPJ yang dlsampalkan .
oleh Bendahara Penenmaan/Pengeluaran dan o “
i PPK—SKPD mengusulkan Pejabat/ Petugas . yang
' melaksanakan Fung31 perbendaharaan, akuntansx dan
verlﬁka81 kepada PA. B SR ‘
| (2) dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD sebagmmana' .
dlmaksud pada ayat (1)_-» dibantu “oleh staf yang ,
melaksanakan Fung81 venﬁkas1, akuntan31 dan pelaporan -

. Pasal 15

Penunjukan PPK-SKPD memperhankan Iarangan perangkapan“ o

o Jabatan sebagai benkut S -
‘a. PPK-SKPD tidak dlperbolehkan merangkap sebaga_l pejabat o

o yang bertugas melakukan pemungutan, Penerimaan

Daerah Bendahara Penenmaan, Bendahara Pengeluaran'_,v

~dan / atau PPTK; dan =~ T
‘b. PPK-SKPD tldak dlperbolehkan men_]adl PPKom

SR ,. Paragraf4 o o
Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan SKPD S

Pasal 16 , e
(1) PA/PB dan/atau KPA/KPB dalam melaksanakan Program .
 dan Keg1atan menunjuk pejabat selaku PP’I‘K , :
’(2) Penun_]ukan PP’I‘K dldasarkan pertlmbangan kompetensr}v‘,'
’ Jabatan anggaran Keglatan, beban kexja, Ioka81, dan atauib
rentang kendah dan pertlmbangan Objektlf lamnya 'f CE
 (3) PPTK mempunyal tugas o ’ S

' a menyusun rencana Jadwal pelaksanaan Keglatan kelja




b yang dikoordinaéikan dengan Pejabat Péngadaan ata'u; o
uLp; R o B o

c':.‘ 'mengendallkan pelaksanaan Keglatan,

d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Keglatan e
menyiapkan  dokumen anggaran ataS : bebanh‘“?.-a': :

pengeluaran pelaksanaan Keglatan

Cf -bertanggung _]awab atas pencapaian target sasaran dan:-

’manfaat Keglatan yang dlkendahkannya, ) .
g. menehtl dan mengorekSI dokumen-dokurnen Keglatan S

(perjanjian kontrak/ kemasama, Berita Acara Penilaian -

Has11 Peker;]aan, Benta Acara Serah ’I‘erlrna Hasil :1;,'

Peker_]aan, Benta acara pembayaran dan dokumen .

» Keglatan Iamnya) yang akan dlmmtakan tanda tangan

- PA atau Kuasa PA RN ' _ ' v

h. membantu menylapkan peljanjlan/ kontrak dengan'-"‘-,*yf’

plhak penyedia barang/_]asa, ' o |

i melaporkan pelaksanaan/ penyelesaxan Keglatan yang -
menjadl tanggung jawabnya kepada PA atau Kuasa PA; |

7 setelah Keglatan dinyatakan selesal, PPTK menylapkanf;ff:"

benta acara serah terlma aset dan atau hasil pekerjaan .
kepada PA atau KPA yang pelaporannya dlsampalkan "
: kepada Bupati; dan L

k. mcnandatangam buktl pengeluaran atas penggunaan I

UP.

L S - Pasal 17 S ‘ |
o (1) Pejabat pada SKPD atau Unit Kexja yang d1tunJuk selaku -'
PPTK adalah: | » o
a. pejabat struktural eselon 111; atau
b, pejabat struktural eselon Iv. L o
"~ (2) PPTK . yang dijabat oleh pejabat eselon I bertanggung;awab"f o
, atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. - S
- (3) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon IV bertanggung]awab'; o

atas - pelaksanaan tugasnya kepada PA mclalm pejabat -

eselon III diatasnya. .



iy B 'men_lad1 tanggung Jawabnya

AR b. Bendahara Pengeluaran PPKD ». ':

o 'c Bendahara Penenmaan

Pasal 18

'v',"fPPTK-SKPD dllarang | menJadl PeJabat Pengadaan da.n
- Pamt1a/ Pejabat Pemerlksa Hasﬂ Pekeljaan pada Keglatan yang B

BaglanKellma R
. Bendahara Penenmaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD

Bendahara Penenmaan, Bendahara Penerlmaan Pembantu, e

. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran S

Pembantu

Paragraf 1

S . : Pasal 19 PO i
'Bupatl atas usul PPKD menetapkan N S e e T
“‘a Bendahara Penenrnaan PPKD .

d. Bendahara Penenmaan Pembantu

S e. Bendahara Pcngeluaran, dan

O Bendahara Pengeluara.n Pembantu‘.""t:'?

Paragratz

Bendahara Penenmaan PPKD umum

Bendahara Penerlmaan PPKD | S

Pasa] 20

(l] Bendahara Penenmaan PPKD bertugas untuk “

"'menatausahakan dan membuat laporan seluruh

o penenmaan PPKD yang mellPUtl B
A penenmaan pendapatan dan dana penmbangan, SR

T_Q»-b pendapatan transfer, S

o c. Pendapatan lam lam yéng sah dan

L ’f'd Pernblayaan Penenmaan >



B ‘: 1 untuk mclaksanakan tugas sebagmmana d1maksudi ‘-

AR il‘vfgvvberwenang untuk mendrclpalﬂ{"in buk'u transakSI atas',f}-‘;':'i'_e . |

) :tanggal 10 (sepuluh) pada bulan benkutnya dengan‘,‘; o
Penenmaan Bulanan dan buktl penenmaan la.mnya yang

ST (3)

B menatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh | ';

‘pada ayat () bendahara penenmaan PPKD T

o pendapatan yang d1ter1ma melalu1 bank

P f’2.’v:"admm1stra31 pada bendahara penenmaan PPKD T'fﬁ;'f;',.f

s Yaltu = . o
‘f,,'ra buku kas umum, SR

b bukt1 penenmaan/nota kredlt dan

o Laporan Pertanggung]awaban | Bendahara?“
e ’Penenmaan PPKD mehputl Laporan

Pertanggung]awaban Admlmstras1 dan Laporan_;}v_

B fi‘,v"j'f; Pertanggung]awaban Fungswnal

Do B (2) Bendahara Penenmaan PPKD wajlb membuat laporan surat:.;-':‘::;.ff."'}_.'
o :;pertanggung]awaban pengelolaan uang yang men_]adx: R

o tanggung Jawabnya kepada Kepala BKD pahng Iambat”;f:i‘??,ﬁ R

e pertanggung]awaban berupa Buku Kas Umum Bukug A

Tembusan Laporan sebaga1mana dlmakSUd pada ayat (2)
d1k1r1m kepada Kepala Bldang Anggaran BKD dan Kepala.j.,, e
*-'-'-,,BldangAkuntanSI BKD. -

: PPKD selaku BUD melakukan ver1ﬁkas1, evalua31 dan”_j;:‘

s fj:,ﬂ,"anahsls atas laporan Pertanggung]awaban

v Paragraf 3
Benda.hara Pengeluaran PPKD

. L Pasa121 o SRR
Bendahara pengeluaran B PPKD bertugas untuk

o pengeluaran PPKD mellpLItl

" a. Belanja Hibah;

S c BelanJa Bagl Hasﬂ
d

- Belanja Bantuan Sosxal

S ’.' .}Belanja Bantuan Kcuangan, -



Belanja Bunga, dan ‘ P
f Belanja Tak Terduga dan Pemblayaan

(2) Bendahara pcngeluaran PPKD berwenang

S a.

mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan BRTEE
- SPP-LSPPKD; ERUNE L e
ﬂ’_menehtx kelengkapan dokumen pendukung SPP‘LS |
 PPKD;dan D
‘-*rnengembahkan dokumen pendulﬂmg SPP LS PPKD’." Lo
kepada peJabat yang terkalt apablla dokumen tersebut‘_ -

B "ft1dak memenuh1 syarat dan / atau tldak lengkap

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD menwsun e R RNt

o a
c

buku Reglster SPP SPM dan SP2D o
buku Kas Umurn Bendahara Pengeluaran PPKD

:buku Rlnc1an Obyek Belanja Pengeluaran PPKD dan o
| Buku rekap1tulas1 pengeluaran per nnc1an obyek dan | |
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran' R

. ;PPKD mel1put1 Laporan Admmlstratlf dan Laporanv'_"":‘l‘ .

B ,‘F‘ungsmnal

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD Wajlb membuat laporan»'_fv. .

‘s urat pertanggung]awaban pengelolaan uang yang menjad;,j TR

. g.tanggung Jawabnya kepada Kepala BKD pahn g Lamnbat SR

jtanggal 10 (Sepuluh) pada bulan benkutny o dengan‘f’,_!’

| ‘.pertanggung]awaban berupa Buku Kas Umum Buku[f

o ’pengeluaran bulanan dan bukt1 pengeluaran lamnya yang -

(6)

Ternbusan Laporan sebagalmana dnnaksud pada ayat (4) -
,.-‘}vdlkmm kepada Kepala Bldang Anggaran dan Kep ala B
BxdangAkuntan31 BRI SR T o
PPKD selaku BUD melakukan vemﬁkam, v eValuas1 dan"
'anahsls atas laporan pertanggung]awaban el

Paragraf 4

t Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pcnenmaan Pembantu -

Pasal 22

-( 1) Bendahara : Penerlmaan mempunyau tugas ' menenma, |



menylmpan, menyetorkan, menatausahakan

- mempertanggungjawabkan uang penenmaan Pendapatan :‘v'i‘ff*:' ':
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
o (2) Bendahara Penenmaan SKPD berwenang

a menenma uang yang bersurnber dar1 pendapatan ash .,‘f

SR ';.‘;j:_.‘Daerah

| "};?v_‘imenyxmpan bukt1 seluruh penenmaan, LT
:‘c,;fj;f;‘_menyetorkan penenmaan uang yang dltenma kef'f.,:'_f‘

Rekemng Kas Umum Daerah pahng lambat 1 (satu) han’iffv |

"'vv'.;_'l",_:}kerja berlkutnya kecuah karena kondlsl geograﬁs makaff:fg;:':. v
}_:'3}.iv‘},v_,’_}Bendahara Penenmaan yang loka31 ker;]anya Jauh dan :_fvf;,,' v-
P ’vj"ibank yang d1tun_]uk selaku Kas Umurn Daerah chbata31 R

- fsampau dengan 2 (dua) har1 keIJa, | .f}» S

i mendapatkan buktl transaks1 yang telah dlvallda81 atasf.j'.}

'“i".f"‘:’:51-':1:5pendapatan yang dlsetor mela1u1 bank selaku Kas
-~ Umum Daerah/kas BLUD L A

-.:5'5'-,1nener1ma dan memvenﬁka51 pertanggung]awaban yang

| o vvdlbuat oleh Bendahara Penenmaan Pcmbantu, dan Y |
o v:f‘}:,_fg“-,.fmelakukan pencocokan kas | yang dlkelola °1°h;‘ii‘viv‘ R
v_v-"‘f.'Bendahara Penenmaa.n Pembantu sekurang-kurangny a |

f "’f:‘ i 1 (satu) kah dalam 1 (satu) bulan |

(3) Dalam hal PA mellmpahkan sebag1an kewenangannyav:jv?jj
kepada KPA Bupat1 menetapkan Bendahara Penenmaan”f:f:'-; P
Pembantu pada Umt Kerja terka:t Fatas usul kepala SKPD'_';
dengan pertlmbangan BUD L

v»(4] Bendahara Penernnaan / Bendahara Penenmaan Pembantu
? dapat d1bantu oleh pembuat dokumen dan pencatat
pembukuan yang d1tetapkan oleh kepala SKPD selaku PA ,‘:_: R

. Paragraf 5

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu - ': ; : o

Gt Pasa123 S B L
(1) Bendahara Pengeluar an. mempunyau , tugas menenma, j o

menylmpan,_ 5 membayarkan, menatausahakan _dan e




L mempertanggung]awabkan pengeluaran uang

Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang ' |
- a. mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan}, ST
SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS SR :

'bmenenma dan meny1mpan UP

3 ‘ »:c;ﬁ:f»melaksanakan pembayaran darl UP yang dlkelolanya,

S :d.‘ ‘menolak penntah membayar dar1 PA/ KPA apablla :
.fterdapa.t dokumen yang tldak sesua1 dengan ketentuan: FO LRy

:- f’a.-"v,v.,glafperaturan, SRR T SN L L R
i _.':;'menehtl kelengkapan dokumen pendukung penga_]uanii:p-‘ -
:‘ , SPP—LS yang dlbenkan oleh PP'I‘K da.n '
1. i‘fmengembahkan dokumen pendukung pengajuan SPP-':V i

- ';LS yang d1ber1kan oleh PP’I‘K apablla dokumen tersebut AN
':.:ﬁj}tzdak memenuh1 syarat dan/ atau tzdak lengkap BRCS

3) ] Dalam hal PA rnehmpahkan sebaglan kewenangannya}

e ::kepada KPA Bupatx menetapkan Bendahara Pengeluaran S
- Pembantu pada Un1t Kerja terkalt atas usul Kepala SKPD:@_}: v

o _--"}fdengan pemmbangan BUD

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berwenang

"'a mengajukan permlntaan pembayaran menggunakan-j
.._;:‘,_;'v"SPP-TU dan SPP-LS N [[, ', L |

:_",f:rnenerlma dan menylmpan uang persedlaan yang',-}ii_.:f L ';

"}';-berasa.l dan Tambahan Uang dan/ atau pehmpahan UP

dan Bendahara Pengeluaran, o |
‘ E melaksanakan pembayaran dan UP yang dlkelolanya, S
| dj.jf?imenolak penntah membayar dan KPA yang tldak sesﬁéi}

-dengan ketentuan peratura_n, co :_- St T
” "_fmenehu kelengkapan doktifnen pendukung SPP—LSL:_ - )
 yangdiberikan olch PPTK; dan
Ot mengembahkan dokumen pendukung SPP~LS yang‘g;
~ diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut udaki;;;;fi";__fi_ o

S memenuh1 syarat dan/ atau tldak 1engkap

"};»‘Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu' o |
v}»f}:j{dapat dlbantu oleh Kasm Pembuat Dokumen, Pencatat
R vaembukuan, Pembuat Daftar Gaj1 dan Pengurusan Gajl,,?"vv_:‘» S
R lyang dltetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA L




Pasal 24

:v::;:.‘:,dalam Pasal 17 sebaga1 berikut:
telah menglkutl g kursus/ bmtek/ dlklat
Daerah |

berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan dan

o | PeJ abat Pengadaan / Pamtla Pengadaan

Pasal 25

: Bendahara Penenmaan, Bendahara Penerlmaan Pembantu,'?.?f.

,;'Persyaratan untuk menjadl Bendahara Penenmaan PPKD - ‘:-fi ::
~ Bendahara Pengeluaran PPKD "f_)Bendahara Pcnenmaan,i:
. .'_[;'"'_’_:Bendahara Penenmaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran;:}'_:{’fj -

 dan Bendahar a Pengeluaran Pembantu sebagalmana dlmaksud.;f,
t1dak menjabat ‘sabagval- bendahara éelaraa 5> (llfaa) :tahun
S udak dlperbolehkan merangkap Sebagal PA, KP A, Pengum'g;: S »v

g Penylmpan Barang, PPK-SKPD PTK

‘:ffvv»-_:'Pamtla/ Pe_]abat Penenma Hasﬂ Peker]aan, v PPKom dan o

:v‘v",;‘:""_::Bendahara Penenmaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD L

L vva:‘Bendahara Pengeluaran dan Bcndahara Pengeluaran;:f»_‘;:‘.v»

Pembantu karena sesuatu hal t1dak dapat }melaksanakanv’,:;",v?,f

B - _ftugas, maka dllaksanakan penatausahaan sebaga1 benkut

a 1eb1h darl 3 [tlga) han sampa1 palmg lama 1 (satu) bulan, e

- _ RS Bendahara tersebut wa_ub membemkan surat kuasa kepada*‘"_ﬁ f:\ '

v_'bstai' yang d1tunjuk untuk melakukan penerlmaan:_»_‘}.:’f:"_",f;;:’:’ -;

/ penyetoran/ pembayaran dan tugas tugas Bendahara'

S .iPenerlmaan/ Pengeluaran atas tanggung]awab Bendahara';_j‘f SR

 diketahui PA/PB;

terlma pekeljaan dan

}*_",»Penenmaan/ Pcngeluaran Yang bersangkutan'. dengan ?

leb1h dar1 1 (satu) bulan sampa1 pahng lama 3 (tlga) bulan,

;;ﬂh d1tun3uk Bendahara Penenmaa_n / Bendaharaf ¥ : R S

Pengeluaran sementara dan dlsertal benta acara serah',f PEAEEEAS

"Uiﬂk-f\.bé;:;_'lcblh dan 3 (tlga) buIan belum Juga dapat melaksanakan?}fi'; R

Kepala PPKD.

o tugas Kepala SKPD Wajlb mengusulkan pengganu kepada:_: j



i ’STRUKTUR APBD

Bag1an Kesatu

o Pendapatan Daerah

,":1"’ Rencana Pendapatan Daerah d1tuangkan dalam APBD |

:SKPD . mengajukan rencana PAD dalam APBD dengan_v_"t-j
mempertlmbangkan L : RUR ', L e
f‘f?f”a,, kondisi perekonomlan tahun tahun sebelumnya L -
j:f.‘_b},",f,‘perklraan pertumbuhan ekonoml Tahun Anggéran yang '» o
akan datang, ) S T SR S

| c rea11sa51 penenmaan PAD tahun sebelumnya, dan

d. fketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- ffpenganggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber darli{f:,ff;
o ¥ dana penmbangan khususnya untuk dana bagl hasﬂ dan dana;zf
. :*il‘:iib"i'iblvvalokam umum agar mempertlmbangkan TR |
S ‘a j’alokaSI dana penmbangan Tahun Anggaran berjalan dan o
B ."'_-‘fvb‘.:“.‘reahsa31 penerlmaan dana penmbangan Tahun Anggaranfi*:,

e T Pasal29 bl g e e
) A’-_Dalam hal SKPD mempunya1 tugas dan Fungs1 pendapatan

v:*:v?;’_l'-vterdapat penenmaan yang sudah ada tanf pungutannya,z
S "f,""namun tldak dlanggarkan sebaga1 pendapatan maka

v}ff‘ d1catat sebagal pendapatan SKPD

S (2) Dalam hal SKPD mempunya1 tugas dan FungSI pendapatan o o

S terdapat penenmaan yang belum ada tarlf pungutannya' E -

o '_“maka dlcatat sebaga;l pendapatan SKPD pada rekemng Ia1n~ .
v%“:,j"fIamPADyangSah B P SR




: , : Pasal 30 L SR
Dalam hal SKPD tldak mempunyal tUgas dan Fungm

_j;jpendapatanv' terdapat reahsas1 penenmaan maka dlcatat

3 f,’,,t._sebagal pendapatan SKPKD pada rekemng lam lam PAD yang‘

(1) Penenmaan hlbah oleh Pemermtah Daerah dlcatat sebagali

e pendapatan hlbah dalam kelompok lam-lam pendapatanf"
. yang sah pada APBD o ' :

- ';(2) Penerlmaan h1bah berupa barang dan/ atau Jasa dlcatat.:;

berdasarkan harga perolehan "‘lvatau takSIran "mlal Wa_larf";s'}u‘ U

L 'v,’ba.rang dan atau _]asa tersebut

'(3) Penenmaan - h1bah berupa barang | dan/atau Jasaf »,
sebagalmana d1maksud pada ayat (2) d1catat sebaga.l -
pendapatan hlbah dalarn rekenmg kelompok lam lam R

pendapatan yang sah

R v‘:;;(4) Untuk keperluan admlnlstra81 anggaran .'»'dlterb1tkan; SPD;; BT
" N1h11 dan SP2D Pengesahan sebesar n1la1 barang dan/ atau S

_]asa yang d1ter1ma

. '(5) Barang Yang dxtenma dan hlbah d1aku1 dan dlcatat sebagal‘;;‘,
S Barang M111k Daerah pada saat dltenma -

Baglan Kedua
",Belanja Daerah

T . R _:,vPasal 32 U e
Rencana BelanJa Daerah d1tuangkan dalam APBD L

Pasal 33

51-::(1) Untuk mengantls1pa51 adanya kenalkan ga,ll berkala, T

e -kenalkan pangkat tunjangan keluarga dan mutas1 pegawa1 i{'f

.:vd1perh1tungkan penambahan (accretlon) yang besarnYa‘ﬁf’:v:..:.‘,v»"?,;.’_,’
fmaksxmal 2 % (dua persen) dan Jumlah belan_]a pegawal

(gajl pokok dan tunJangan)

: (2) Tunjangan anak dan tunJangan lstrl/ suaml dlhltung sejak ;f :




. ;i(3) Ga_u berkala dapat dlmmtakan ‘kekurangannya dalam 1 o -

(satu) Tahun Anggaran berkenaan |

SHe ‘f' (4) Belan_]a h1bah dan bantuan sos1al dlberlkan sesua1 dengan»

L ‘:,ﬁ‘,:;; ketentuan dalarn Peraturan Bupau yang mengatur tentang"f, ,2‘;;, L
e (5) :‘Hlbah berupa barang yang akan dlserahkan tldak pada :,»: :

"""'-,'-.:’,tahun berkenaan d1catat dalam rekenmg belanJa barang

'3:.':bdan Jasa, dalam laporan keuangan d1catat dalam rekenmg“}f; b’_v

" :”Penganggaran dana bagl hasﬂ yang bersumber dan AE

e ‘._:pendapatan provmsx kepada Daerah dlsesualkan dengan}
rencana pendapatan Tahun Anggaran yang akan datang,i
: sedangkan apablla texjad1 pelampauan tar get pendapatan‘;;::'f:_,-v_:f'
,Tahun Anggaran berJalan yang belum dlreallsamkan dan \; :
‘-»:j,',‘provms1 yang menJad1 hak Daerah d1tampung dalam_ .

T -...ff]fpembahan APBD Tahun Anggaran Yang akan datang

ff"(lbi) f» Dalam : penyusunan anggaran belanja setlap Keglatan'::}"_

""”-’vfgberpedoman pada standar blaya yang dlatur dalam"’_;-}

:::’Peraturan Bupatl L e
2). Belanja barang dan Jasa dxanggarkan dcngan ketentuan

Zf;’_v":}';v:"fa;*f", belanja barang habls pakaJ dlsesuaakan dengan

o :kebutuhan ml dan perklraan s1sa persedlaan barang"’"f“', s

Tahun Anggaran ber_]alan, : e T e

b. ,:.fpenganggaran belanJa barang rnodal yang akan

- ,‘v_fdlserahkan e kepermhkannya kepada

Tt }v‘ﬁf'dlalokamkan pada belan_]a barang dan _]asa, dan T R
i ";f :-Vpembelan‘]aan barang yang tldak menambah aset atau
dalam kapltallsa51 aset tldak masuk belanja modal f‘{’

s ;’._tetapl masuk dalam belan_]a barang/Jasa

v ‘Belanja modal berupa aset tetap yang d1anggarkan mellpu'“ PRSI
E ":'{“‘{'besaran harga bell/ bangun aset tetap dltambah seluruh" R

o fbelanJa yang terka.lt dengan pengadaan/ pembangunan aset] . .




 tetap dimaksud mpp dgunkualplhan) L

SR Baglan Ketlga

Pemblayaan Daerah

‘):;'Pasal 35 R

:»Pemblayaaan daerah me11put1 transaks1 keuangan untuk .

'vfmenutupl deﬁ51t atau untuk memanfaatkan surpluS

B l’v.v[PembIayaan daerah terd1r1 darl penenmaan pemblayaani

= . dan. pengeluaran pemblayaan

‘j:,vvaemblayaan neto merupakan SCllSlh 1eb1h penenmaan' A |

o "pemblayaan terhadap pengeluaran pemblayaan

R ) (4) Jumlah pemb1ayaan neto harus dapat menutup deﬁs1t-b

L anggaran

. Bagian Keempat

| :Y}S]LPA tahun anggaran sebelumnya men cakup pelampauan S
., penenmaan PAD pelampauan penenmaan dana
PR ek perlmbangan, 2 pelampauan Peneﬂmaan lam'lam}“‘:
""v*:'f“."'»f’pen dapatan daerah yang sah pelaxnpaua_n penerlmaan;vz |
.pembia}'aan perlghematan belanja, kewajlban kepada,_?;
o plhak ketlga }: sampa1 dengan akh1r tahun belum_{»
i terselesalkan, dan sisa dana keglatan lanjutan | e

v""":jff:SILPA tahun sebelumn}’a merupakan penenmaan;}";f -

 :: : 'pemblayaan yang d1gunakan untuk

-a menutup1 deﬁ31t anggaran apablla rea11sas1 pendapatan'j; el

leblh kecﬂ darl pada reallsa31 belanJa,

b mendanal pelaksanaan keglatan lanjutan atas beban:}‘

belanJa langsung, dan

'c mendana1 kewajlban lamnnya yang Sampal dengan

akhlr tahun anggara.n belum dlselesalkan




o BABIV
PENYUSUNAN APBD

Baglan Kesatu | o
Anggaran Pendapatan Daerah -

Pasal 37

-  (1) Pengelompokan ~anggaran pendapatan terdm atas PAD

dana perlmbangan dan lam-lam Pcndapatan Daerah yang
+(2) Setiap pe'ndapataﬁ yang dianggarkan mencéntumkan dasar

. Baglan Kedua B
' Anggaran Belanja Daerah

o Pasal 38

- Pengelompokan anggaran belanJa Daerah terdln dan '

. a, belanja tldak langsung,mehputl

1.
2.
3.

b belanja langsung, mehputl

1.

2,
3.

‘belanja modal. |

.‘belanja gajl PegaWau, i 1 L

tambahan penghasﬂan Pegawa1 Negen Slpll

,'belan_]a penenmaan lamnya p1mp1nan dan anggota,
'DPRD serta Bupati dan Wak11 Bupat1 :

biaya pemungutan PaJak Daerah dan

S belanJa bunga, belanja sub31d1 belanja hlbah belanja
" bantuan sosial termasuk bantuan untuk partm pohuk
belanja bagi has11 belan_]af bantuan keuangan dan o

'belanja tidak terduga.

belanja pegawal,

belanja barang dan jasa; dan




 Bagian Ketiga

 Anggaran Pmbyanvah

Pasal 3977

(1) Pengelompokan anggaran Pemblayaan Daerah terdln ata

anggaran pemblayaan clan perh1tungan plhak ketlga (noni

anggaran)

) :'5., (2) Anggaran Pemb1ayaan terdm darl v.
B ;':a Penerlmaan pemblayaan mehputl p

e .v.,l.'}SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

pencalran Dana Cadangan, L
hasﬁ penjualan kekayaan Daerah yang dlplsahkan
{penerunaan P1n_]aman Daerah T,

.bfpenenmaan kembah pembenan plnjaman

. :penerlmaan P1utang Daerah dan

. penenmaan Kembah Investasa Dana Berguhr

L b -}Pengeluaran pembxayaan mehputl

S - 1. pembentukan Dana Cadangan, L

\.,,v»penyertaan modal Pcmerlntah D a erah »; :’} },.:

2
SR 3 pembayaran pokok utang,
- 5 penyelesalan Keglatan Dokumen
e Anggaran Lan_]utan SKPD (DPAL SKPD), dan

: ':_‘Hz;ipemb:ayaran kewajlban tahun Ialu yang belum .

'pembenan ijaman Daerah

Pelaksanaan : - -

- terselesalkan

BAB V
PELAKSANAAN APBD g

] ’:Baglan Kesatu

o Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

(1) Bank Peny1rnpanan Kas Daerah merupakan bank yang

d1tunjuk untuk menylmpan uang Daerah yang berasal dan R




an Penerlmaan Daerah dan untuk membla}’al ':'Pengeluaran o
| Daerah & e e T
(2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekenmg Kas Umumf»;f i o

Daerah rekenlng penerlmaan dan rekemng pengeluaran',"i‘:_

pada Bank Penyzmpanan Kas Daerah sebagalmanb

dlmaksud pada ayat (1)

(3) Semua Penerlmaan WaJIb dlsctorkan ke Rekenmg Kas‘ﬁ_;‘:“'_‘i‘

»'f'__Umurn Daerah pada Bank Peny1mpanan Kas Daerah:.{:,‘»j"

,‘;‘Y:A}Sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1) SeIMbat-lambatnya R

. v'_»ivj'dalam Waktu 1 (satu) han kexja terhltung seJak dltenma

(4) Dalam hal penerlmaan melalu1 e—bankmg dllakukan sesual{‘. o

dengan pexjanglan keﬁasama Pemermtah Daerah dengan

2 Bank Penylmpanan Kas Daerah

. Pelaksanaan Anggaran BelanJa :"

( 1) Sebelum Rancangan Peraturaﬁ Daerah tentang APBD-E:_ A
dlundangkan,; pengeluaran yang mengaklbatkan beban:;""}.ﬁ N
APBD tldak dapat dllakukan kecuah _untuk Pengeluaran" ; ,'
UP Yang dlgunakan untuk belan_]a yang bersu'at wa_]1b-.v;"."‘,‘i_.‘.. e

| menglkat

:‘: :' (2) Belanja yang bersﬁ'at Wajlb menglkat sebaga_unana

dlmaksud pada - ayat (1), terd1r1 dan

o ;'_: a belan_}a tldak langsung, mehputl

1 ga_]l dan tun_]a.ngan R v_ T
2 belanja penenmaan la1nnya Bupat1 / Wakﬂ Bupatl‘ S

= ff dan P1mp1nan/ Anggota DPRD dan
3 belanja t1dak terduga | :

b beIan_]a langsung mehputl

{_"71‘.: . belan_]a penyed1aan Jasa komumkam sumber daya

| *"'_'an' dan hstrlk

20 fbelanJa penyedlaan Jasa Pemehharaan dan penzman

A kendaraan dlnas / operasmnal




pemehharaan rutm/ berkala kendaraan dmas/ .

operasmnal

penyedlaan alat tulis kantor,

. penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Surat'

»Ketetapan PaJak Daerah),

. penyedlaan bahan bacaan;

penyedlaan bahan log18t1k kantor (makan mmum, '

- obat, bahan klmla pada pantl, pusat pelayananx‘

kesehatan tingkat 1, rumah sakit, laboratonum

;loglstlk temak/ 1kan), R

penyediaan makanan dan mmuman (tamu Bupatl _'

. rapat DPRD, ekstra fooding, rapat rutm),

10.1

. rapat koordinasi dan konsultas1 ke luar Daerah"

dengan izin khusus, dan

belanja pemehharaan gedung kantor (cleanmg

- servzce), Jasa pengamanan kantor, dan layanan Jasa |

- angka

pada masyarakat.

(3) Belanja yang memerlukan proses pengadaan barang/Jasa

‘dengan ikatan kontrak kepada pxhak ketlga dllakukan'
~ setelah DPA-SKPD dltetapkan kecuah belanja  wajib
| '. menglkat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b

1 angka 5, angka 7, dan angka 10.

(4) Kontrak sebagaxmana dlmaksud pada | ayat , _(3)
| 'ditandatangani setelah Peraturan Bupatl tentang

PenJ abaran APBD dltetapkan

" Bagian Ketiga |
Pelaksanaan Anggaran Pemblayaan Daerah
Pasal 42

(1) Anggaran pemblayaan hanya dilakukan oleh SKPKD ‘

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Pemblayaan Daerah
- dilakukan melalui Rekenmg Kas Umum Daerah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pemblayaan, BUD

berkewajlban untuk

‘a. meneliti kelengkapan péfintah'*f;,}:» pembayaran/



W
" belanja dalam obyek belanja berkenaan dan tidak

(1)

| (2)

-

pemmdahbukuan yang dlterbltkan oleh PPKD

b. menvg}uJ1 kebenaran . perhltungan } | pengeluaran

pembiayaan ya}ng tercantum ’}dalam penntah
B pembayaran _, e R
c. mengup ketersedlaan dana yang bersangkutan daﬁ
d. menolak pencalran dana apabxla penntah pembayaran
- atas pengeluaran pembzayaan ndak memenuhx

o persyaratan yang dltetapkan o

| Pasalas
Penenmaan pengcmbahan pokok dana berguhr dlcatat
pada rekenmg Penenmaan Pernblayaan ’
Penerimaan Denda dan Bunga dana berguhr, dlcatat pada-'

rekenmg Laln-lam PAD yang Sah.

~ BAB VI
PERUBAHAN APBD

Pasal 44

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan T

APBD dllaksanakan untuk :

a.

melakukan penambahan/pengurangan ba1k tethadap

volume, satuan target pencapalan yang | beraklbat terhadap s ‘

perubahan Jumlah anggaran Program dan Keglatan, cukup 3
dengan melakukan penyesuaxan dalam DPPA—SKPD atau .
tidak perlu dengan menyusun RKA—SKPD baru, dan

menammmg Program dan Keglatan baru dalam perubahan L

APBD, harus dxawah dengan penyusunan dokumen_; :

| RKA—SKPD |

Pasal 45

Penggeseran antar sub rincian obyek dan rincian obyek o

menambah  pagu anggaran dapat d11akukan} - atas
persetUJuan PPKD v o : - o



(2) Penggeseran ‘antar, obyek belanja dalam jems belanjaf'
~ berkenaan dllakukain atas persetujuan Sekretans Daerah |
(3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar obyek |
* belanja. sebagalmana dimaksud ‘pada’ ayat’ (1) dan @)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan - Bupatlv"f"». |
) tentang PenJabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan i
'(4) ,Rev181 dan/ atau penyesuauan tolok ukur Kmexja dan target »
. Kinerja sepanjang aklbat yang ditimbulkan tldak melampul -
pagu anggaran Keglatan serta ak1bat lain tidak tercapamya ‘

*‘"'sasaran pembangunan Daerah dapat dllakukan atas s

o persetu_]uan PPKD _ o v ‘
(5)' Revisi dan/atau pergeseran anggaran kas dapat dllakukan B
-atas persetujuan PPKD.

. Pasal 46 . ,
Pergeseran anggaran ndak dapat dllakukan setelah peraturan o
Daerah tentang perubahan APBD dltetapkan kecuah untuk' :

dana bantuan pcmenntah pusat maupun bantuan provinsi.

BABVHI .
PERENCANAAN KAS

Pasal 47 :

(1) PA dan KPA Wajlb menga_]ukan perencanaan kas yang ,

: merupakan proyeks1 penenmaan dan pengeluaran bulanan _

‘ | ~atas pendapatan dan belanJa yang dikelola kepada BUD. _

(2) Pengajuan perencanaan kas sebagaimana dlmaksud pada
- ayat (1) d1lakukan bersamaan dengan pengajuan RKA-“
SKPD. v L v :, s

| (3) Perencanaan kas SKPD dlsesuaxkan dengan s1fat/ karakter f

Keglatan/ pekerjaan dan telah dlbahas bersama antara
pejabat yang akan dltunjuk sebaga1 PP'I‘K dengan Unit

R Kerja yang melaksanakan tugas dan Fungsi perencanaan

(4) Peréncanaan ‘kas sebagaimana dimaivksudj:pavda _»ayat‘ (‘2)*



G sesual dengan anggaran dan waktu yang teIah dltetapkan . o
_ (5) Pembahasan perencanaan kas SKPD dllaksanakanf"f :

bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD TR e
(6) Perubahan anggaran kas pada SKPD dapat dllakukan_v

pallng lambat sampa1 dengan tnwulan pertarna kecuajl“':‘:‘,,‘.;{j‘;iz.’ﬁ};:

- d1tentukan lam dalam peraturan perundang-undangan cae
'(7] Penyusunan arus kas ; oIeh BUD dldasarkan ,. atas":v o S

pendapatan, belanja dan Pemblayaan Daerah

ig;: (8) Berdasarkan proyek31 penenmaan dan pengeluaranéjlf- i

bulanan BUD menetapkan Penyusunan arus kas dan saldO:‘. . o
kas m1n1mal : S LT T

_,;(9) Persed1aan saldo m1n1mal pada BUD guna memenuhl‘:' : 7":,

» pembayaran kewajlban Daerah dan untuk mendapatkan:: ,: -
| manfaat yang opt1ma1 dalam pengelolaan kas d1tetapkantf§v.’ Lo
1n1ma1 1% (satu persen) dan APBD -

RO ,f}l;:BAB X
c '»fvPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Baglan Kesatu S

I Penatausahaan Penenmaan

i Penatausahaan Penerlmaan d1‘ SKPD

(1) Bendahara Penerlmaan/ Bendahara Penenmaan Pembantufv:;_} -

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh,:_""”; o

penerlmaan dan penyetoran atas penenmaan yang menjadi’f-"".»?i; SR
“ tanggungjawabnya o B ) |
'_ (2) Penatausahaan penenmaan sebagalmana dlmaksud pada»"'., BT
ayat (1) menggunakan R T
a. BukuKasUmum BET Sl L
b Bukti Pembantu Pennman Obyek Penenmaan dan SRR




c. Buku Rekap1tulas1 Penenmaan Harian.

(3) Bendahara Penenmaan dalam melakukan penatausahaan

sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) menggunakan
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah; o
b. Surat Ketetapan Retrlbu81 Daerah

c. Surat Tanda Setoran, _ o

d Surat Tanda Bukt1 Pembayaran, dan o

€. 'Buktl penenmaan lamnya yang sah

' (4) Semua Penerimaan Daerah dllarang digunakan langsung'

untuk. memb1aya1 pengeluaran, kecuali bagi SKPD atau -

Unit Kelja yang mcnerapkan Pola pengelolaan keuangan. |
BLUD (PPK BLUD) dan pola pengclolaan Dana Kap1ta81

Paragraf 2 B

Penatausahaan Penerlmaan di PPKD

| Pasal 49 o

,(1) Bendahara Pcncnmaan | PPKD | bertugas - ‘untuk

mcnatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh
pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD

(2) Penenmaan yang dlkelola oleh- Bendahara Penenmaan L

PPKD adalah dana penmbangan, pendapatan lam—lam yang R

sah dan penerunaan pemblayaan

~ (3) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) Bendahara Penenmaan PPKD berwenang untuk v

mendapatkan buku transaks1 atas pendapatan yang'

_ diterima Bank Penylmpanan Kas Daerah
(4) Bendahara Penenmaan PPKD dalam melakukan
| penatausahaan sebagatmana dlmaksud pada ayat (1)
menggunakan - ' Lo
a. buku penenmaan, .
b. nota kredit; dan ,
c bukti ‘p“elnerin1aan'yang sah"lai"n'nya.



N Paragraf 3 o
Penatausahaan Penenmaan dx BUD

‘. Pasall50' B

(1) Bank Penyimpanan Kas Daerah ditunjuk sebagai pemegang

Kas Daerah yang menyimpan seluruh Penerimaan Daerah.
2 Bank Pgnyimpénan Kas Déerah ,'sebagéj'pemégangv'l{as -
Dacrah melaksanakan sebagian tugas dan fungs1 -
Bendahara Penerunaan B N
” {3) Dokumen—dokumen . yang  digunakan oleh‘}_ Bank

’ Penylmpanan Kas Daerah sebagai bérikut»::;“:” R

a. Surat Kcterangan Pajak Daerah; |

b. Surat Keterangan Retribusi Daerah; -

e Surat Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran; :

d Bukt1 Penenmaan lamnya yang sah dan

e. Buku Kas Umum. | R o
(4) Seluruh uang kas yang dltenma ‘oleh Bank Penyxmpanan

Kas Daerah dlsetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

pahng lambat dalam waktu 1. (satu) kah 24 (dua puluh“

| empat) jam o R .

B (5) Bank Penylmpanan Kas Daerah membuat lapdran
pertanggungjawaban set:ap han atés pengelolaan» |

| penerlmaan uang dan dlsampalkan kepada Bupatl melalm

i (6) Setoran dlanggap sah apablla BUD telah menenrna nota .

) kredit darl Bank Penylmpanan Kas Daerah. '

: Bag:an Kedua ,
Penatausahaan Pengeluaran SKPD / SKPKD

,' Paragrafl
. SPD
Pasa151

(1) SPD d1sxapkan oleh kuasa BUD Bldang Perbendaharaan’, o
“dan Kas Daerah untuk disahkan oleh PPKD.



  (2) SPD Belanja , T1dak Langsung untuk ,'Belan_]a.,, Gajl:
o dlterbltkan 2 (dua) kah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran S
L 'setelah penetapan APBD dan penetapan Perubahan APBD o

B Daerah

: Penyusunan SPD dldasarkan atas usulan PA atau Kuasaf S

."PA yang d1sesua1kan dengan ketersedIaan kas Pemenntahaf;:f . :

| '} Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dxlakukan setelah : : ‘3_ _v‘:;.fv?

: dlterbltkan SPD oleh PPKD

" "fUntuk mengakomodas1 belanJa atas Keglatan yang s1fatnya:_ N

'_‘-‘{;‘:?”f-fwa.]lb meng1kat dan harus dllaksanakan sebelum DPA-'j:;":":’M  _2 _
SKPD / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD‘_.» -
_ f dlsahkan, PPKD membuat SPD tanpa menunggu DPA-»."_"_': ;
}SKPD/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD»» e

- Paragraf 2
Penga_]uan SPP S

:.j;: Pasal 52» o e
.“‘:_.'SPP-UP oleh Bendahara Pengcluaran;; N

» vf‘Pengajuan
/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperolehf:f;“.; L

B B persetu_]uan dan PA atau KPA melalu1 PPK—SKPD / SKPKD“
"“',;.“‘55"'1‘]atau PPK Umt Kerja hanya dllakukan sekah dalamv j o }

o »'v-[.‘setahun, selanjutnya untuk mengls1 saldo uang persedlaanvi_;“}

“dlgunakan SPP-GU

- ) 53(2) Besaran UP yang d1ajukan adalah sctmgg1 tmggm)’a 1/12

S (satu per dua belas) dan belanja langsung dlkurangl beIanJa,‘f" B

. f‘f mermc1 kode rekenlng

o (3) BUD menerb1tkan SPD sebagal dasar pcngajuan SPP-UP T

vkepada plhak ket1ga Yang mlamya leblh besar dam" _, :

(4) UP dapat dlgunakan untuk pembayaran kepada p1hak;f : : - ,i

(5) Besaran UP di Setlap SKPD/SKPKD dan Unlt Kelja;
E d1tetapkan dengan Keputusan BUD LT e s

ketlga yang nllamya sama dengan atau tldak leblh ‘dan‘!‘:,: ,‘:
Rp20 000 000 00 (dua puluh Juta ruplah) B T




telah dlgunakan -

(tujuh puluh llma perseratus]

Pasal 53 s

(1) SPP—GU d1ajukan untuk mengganu (revolvmg) UP yangt':g;j"jﬂ,vz»k")v “

(2) Penga_]uan SPP—GU oleh : ,‘Bendahara Pengcluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperolehi :
persetu_]uan dan PA atau KPA melah.u PPK-SKPD / SKPKD
atau PPK Un1t Kelja dapat d1a3ukan apab1Ia SPJ ba1k UP S
maupun Gant1 Uang Persedlaan (GU) suda.h mencapal 75 % ;

Pasal 54 v »-

SPP—TU dla_]ukan untuk menambah uang untuk melaksanakan o

B Keglatan apabﬂa UP pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara_:v-‘f: e

SR ’Pengeluaran Pembantu txdak mencukup1 dengan ketentuan\r’",

R sebaga1 benkut

mendesak

d1gunakan untuk melaksanakan Keglatan yang ber31fat, e

?.b."f}'SPP»TU mleu ruplahnya meleb1h1 dari szoo 000 000, oo

{dua- ratus Juta ruplah) per Keglatan harus mendapat o . :

. '“{’Vpersetujuan BUD;

RN é.fv ;}f’I‘ambahan uang harus dlgunakan dan dlpertanggung-?,;‘;g" _
Jawabkan pada bulan yang sama dengan permmtaanf{;f“.;_,ﬁ_‘ -

' :‘}tambahan uang, ST

d. j}Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu,: : e

';:.:'_‘dapat mengajukan SPP—TU benkutnya apab11a SPP-TU‘_',Z S

sebelumnya sudah selesa.l dlpertanggung]awabkan dan

. ’{f Daerah pada akhlr bulan permmtaan, kecuah
L

dlsahkan oIeh PA atau KPA S |
tambahan uang persedxaan’ dlpertanggung]awabkan dan
| dlsahkan tersenchn oleh PA atau KPA dan . AR |
_uka tambahan uang persedlaan tldak habls dlgunakanﬂ_»v

g :maka 31sa uang persedlaan harus dlsetor kembah‘ ke Kas

Keglatan yang pelaksanaannya meleb1h1 1 (satu) bulan,:'-‘f."* -

o . »_ﬁ:Keglatan yang mengalam1 penundaan dan Jadwal yang., -
,f..;telah d1tetapkan yang d1ak1batkan oIeh penstlwa dﬂuar"f"v o




kendah PA atau KPA T

e . Pasa155
(1) Pengajuan dengan SPP—LS dllakukan untuk E

. a.g : belanja gaJ1 pegawa1 dan tunjangan

” "'-':"."'f»'v"‘:!:j}.'vbelanja bunga, subs1d1, hlbah bantuan s081a1 bagl‘ib'b-‘::’
: has1l bantuan keuangan belanJa tak terduga danf
1-pengeluara.n pemblayaan ' IR

B C 'pembayaran pokok pmJaman yang Jatuh tempo BRI

| d '_"penyertaan moda.l da.n e 'f ' .
. e .,pelaksanaan pengadaan barang/_]asa oleh Plhak ketlga o .:
o ”fyang mlamya dxatas Rp20 OOO 000 OO (dua puluh Juta f.:,
R (2) Bukt1 bukt1 pengeluaran ash sebaga.l lamplran SPP-LS
o ":;»,'V».merupakan ars:p yang d1s1mpan oleh PA atau KPA setelah’

o proses pencalran dana selesa1 .‘

Paragraf 3
Tekms Pengajuan SPP

(1) ,Berdasarkan SPD Bendahara Pengcluaran/Bendahara"‘?'  ‘ "

o ‘v _Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP——UP kepada PA.‘ : |
L atau KPA melah.u PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Umt Ker;]a o R

(2) Kelengkapan Dokurnen SPP-UP terdm dan :“
o an ‘Surat Pengantar SPP—UP DR TR
. 'nngkasan SPP-UP
"rmc1an SPP-—UP
.:jsalman SPD dan o S T
. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa"v

s uang yang diminta tldak dlpergunakan untuk kcperluan | o

s e ‘"selam uang persedlaan LI e

i : (3) SPP—UP yang dlajukan d1buat rangkap 4(ernpat) terdm dan

b lembar 1 untuk PA/KPA/PPK—SKPD/SKPKD /PPK Umtff S
o Kelja, :i L . : S

b lembar II untuk BUD



lembar III untuk Bcndahara Pengeluaran/ PPTK dan T -

d Iembar IV untuk ars1p Bendahara Pengeluaran e

Pasal 57

. ,' = Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP—GU kepada PA_.
B s atau KPA melalul PPK-SKPD / SKPKD atau PPK Umt Kerja .
e (2') ‘Kelengkapan dokumen SPP—GU terdm dar1 L
L . f':a“. | Surat Pengantar SPP—GU R
. | b 'v’rlngkasan SPP—GU '
e Crln01an SPP—GU
d

(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara_;’;.s,:

v '{:-‘surat Pengesahan Laporan Pertanggung]awaban (Sp J)

o ’:v,:atas penggunaan dana SPP—UP/ SPP-GU penodej":-’ :
‘f_'."sebelumnya» o A S e
‘-;é.fﬁfsahnan SPD; dan B T B S L 5 U RO E L

R f Surat Pemyataan PA atau KP A yang meny at akan bahwa_,-' o

e -uang yang d1m1nta tldak dlpergunakan untuk keperluan:.ii:-* R

B sela.m untuk Gant1 Uang Persedlaan (GU) o
s SPP—GU yang dla_]ukan dzbuat rangkap s (empat) terdmff
e e o T s T
?_‘.a.' 1 Iembar I untuk PA/KPA/PPK SKPD/SKPKD/PPK Un11;
Kerja, S o e N SRS
., ;bv_-.v‘_Iembar I untuk BUD IR
é}"._"v_lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/ PPTK dan
d .'lembar IV untuk ar81p Bendahara Pengeluaran , '_ .v _v - .
(4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP—GU yang dlajukanv.; L
o ke dalam reglster SPP—UP/ SPP—GU/ SPP—TU :

U Pasa158 v . e
,:',:,'(1)-Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara L
L ; Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP—TU kepada PA"-_.Z"iv'»- '
 atauKPA melalui PPK-SKPD /SKPKD atau PPK Umt Kexja
i ’:f (2) Kelengkapan dokurnen SPP—TU terd1r1 dar1 e
N a. Surat Pengantar SPP—TU -
b nngkasa.n SPP—TU
| ', c. rincian SPP—TU




d. vsalman SPD

rencana penggunaan atau Surat Pengesahan Laporan X "
: Pertanggung]awaban (SPJ), -

f. Surat Pernyataan PA atau Kuasa PA yang menyatakan 3

(3)

bahwa uang yang diminta tidak dlpergunakan untuk'?‘;ﬁ -

keperluan selaln tambahan uang perscdlaan, dan

"g. Surat Keterangan yang mernuat penjelasan kcperluan .

pengisian tarnbahan uang persedlaan
SPP-TU yang dla_]ukan dibuat rangkap 4 (empat) terdini
dari:

a lembar I untuk PA/KPA/PPK SKPD/SKPKD /PPK Umtl

Kerja;

b, lembar Il untuk BUD

c. lembar Iil untuk Bendahara Pengeluaran/ PPI‘K dan |

- d. lembar IV untuk arSIp Bendahara Pengeluaran

@

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang dlajukan.;_'

: kedalam reglster SPP—UP/ SPP-GU /SPP-TU.

(1)

vPengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS Pembayaran.}

| ~ Pasal59 o |
Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara*'

. fv,v'Ga‘u dan ’I‘un_}angan dan Perjalanan Dinas untuk pesangon S

_ kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD

@

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD yangv ’

"_mengelolla belanja bunga, sub31d1, hibah, bantuan sos1al, ,

_bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan

,, pengeluaran pembiayaan' _ serta penyertaan modal |

(3)

mengajukan SPP-LS ke PPKD melalui PPK- SKPKD
Berdasarkan dokumen SPP—LS yang dmapkan oleh PPTK.

- untuk belanJa barang dan jasa yang nllamya di ‘atas.
| Rp20. 000. 000,00 (dua puluh Juta ruplah), Bendahara
, Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu »

' mengajukan SPP—LS kepada PA atau KPA me1a1u1 PPK— -

(4)

SKPD.
Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gajl dan
'I‘unjangan terdiri dan ‘



Surat Pengantar SPP—LS TR
f'v*_'»rlngkasan SPP—LS S
».:‘.}nn01an SPP-—LS dan
1amp1ran SPP—LS yang mehpuu

1 .”:pembayaran gajl mduk
2. gaji susulan, e
,}}_‘v_kekurangan gajl, B

f:.i'gajl terusan,

- uang duka wafat/ tewas yang dllengkapl dengan

L daftar gaJ1 mduk/ gaJl Susulan/ kekurangan

- gaj 1/ uang duka wafat
. 6.SKCPNS;
o 7. 8K PNS;
v.‘;_:SK Kenalkan Pangkat :

: SK Jabatan | -v

| ). kenalkan ga_]l berkala,

| Hx‘.fSurat Pernyataan Pelantlkan, ,} 3’:‘-: i i
. Surat Pernyataan ma31h mendudukl Jabatan,
}lb-"".:':Surat Pemyataan melaksanakan ’I‘ugas, RN
'.'Daftar Keluarga (KP4), S
A vSurat N1kah /Akte Ceral,
1 vi‘.fifotokopl Akte Kelah1ran

D " ,_Surat Keterangan Penghentlan Pernbayaran (SKPP) E
- 18 Surat Keterangan Ma31h Sekolah/ Kuhah A
s ‘f';‘iflv9"-;»3urat Pindah; £ i‘

Zosurat Kemanan,
F?‘f"’vz‘é:.'”kelengkapan dokumen tersebut dlgunakan sesualv_}

e peruntukannya

(5) Kelengkapan Dokumen SPP—LS Pernbayaran" Tambahan o e

Penghasﬂan terdlrt darl e
L K Surat Pengantar SPP—LS
'}: nngkasan SPP«—LS
"b’v_vrlnc1an SPP—LS
.'F;FSK Pelantlkan, dan , R N S
,‘ SPMT (Surat Penntah Melaksanakan ’I‘ugas) TR




(6) Kelengkapan Dokumen SPP—LS untuk belan_]a bunga,

“subsidi, hibah, bantuan sosml bag1 hasﬂ bantuan S

kcuangan, - belanja  tak terduga dan pengcluaran

pembxayaan serta penyertaan modal mencakup U
a. Surat Pengantar SPP-LS S ' 
'b. ringkasanSPP-LS;
c’. rincian SPP-LS; dan

-1

2.
‘dan telah  disetujui  oleh ~ PPKD/Sekretaris

6.

d larnplran SPP-LS yang mehputl

salinan SPD; o ,
Surat Permohonan yang dﬂengkapx dengan proposal”"

Daerah / Bupati;

.Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran

Bantuan /Hibah;

. Naskah Pexjanjlan Hlbah L el
. Keputusan Bupau tentang Penggunaan Belanja Tak:

Terduga, dan v R
kelengkapan dokumen tersebut dlgunakan sesuai

peruntukannya ‘

(7) Kelengkapan Dokumen SPPfLS, , untuk pengadaan |

‘barang/jasa mencakup

a. Surat Pengantar SPP-LS
b nngkasan SPP-LS

_‘c, rincian SPP-LS; dan e

d 1amp1ran SPP—LS yang mehpu’u R

1.
2.

salman SPD;
SSP disertai faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah}

dxtandatangam Wajlb Pajak

Surat Pernyataan PA atau KPA mengena1 penetapan :

‘ pihak kenga,

Surat Per]anjlan KerJasama/ Kontrak antara PA atau |
'KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan o
nomor rekening bank plhak ket1ga sesuai dengan

referens1 bank;

. 1 Benta Acara Penyelesalan Pekerjaan, -

Berxta Acara Serah Terima Barang dan J: asa, »



. kultans1 : bermetera1 nota/faktur - yangf_~' "
‘dltandatangam plhak ket1ga dan PPTK serta |

disetujui oleh PA atau KPA

. fotokopi Surat Jamman Bank ~atau lembaga'

) jkeuangan non bank yang telah dllega1151r,

dokumen lam yang dlpersyaratkan untuk kontrak—

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

_.'v.;vbersumber dan penerusan pm_]aman/hlbah luar_

s negeri;
10.

Berlta Acara Pemenksaan yang d1tandatangam oleh'

pxhak ketxga serta unsur Panitia Penenma Has:l"

S Peker_]aan benkut lamplran daftar - barang yang

- diperiksa;

11.

Surat Angkutan apaﬁila pengadaan barang

»f fdllaksanakan di luar w11ayah kerja;

12

. Surat Pembentahuan . Potohgan D‘ehda

_ Keterlambatan Pekeljaan dari PPTK apablla |

13.
"penyelesa_lan pekerjaan; .
14,

: pekeljaan mengalarm keterlambatan

Foto/buku/dokumenta31 tmgkat‘ " kemajua}i/‘

potongan Jamman 8031al Tenaga Kerja (Jamsostek)-

;’:sesua.l dengan ketentuan yang berlaku/ surat, -

15

' pembentahuan Jamsostek

.khusus  untuk pekerjaan konsultan yang .

perhltungan harganya menggunakan blaya persoml‘ ,

- (blllmg rate), Berita Acara Presta81 Kema;}u_anv'

 Pekerjaan dllampm,

16.

‘Buktl Kehadiran dari ‘tenaga konsultan sesuai

f pentahapan waktu pekerjaan;

17.

Penyewaan/ Pembelian Alat Penun_]ang serta Bukt1

;}Pengeluaran lamnya ‘berdasarkan rincian dalam-

Surat Penawaran, dan

18

kelengkapan . tersebut digﬁnakan f"s'e'suai '

peruntukannya

E (8) SPP—LS yang d1aJukan dlbuat rangkap 4(empat) terdm dan
o as lembar ash untuk PA/KPA -



. ‘vlembar pertama BUD S .
c. lembar kedua untuk PPK SKPD/SKPKD atau PPK Umt

Kerja; dan o
lembar ketlga untuk ars1p PPTK dan/atau Bendahara

Pengeluaran

(9) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
“mencatat SPP-LS yang d1a_1ukan kedalam reglstcr SPP-LS ‘
(IO)Dalam hal Belanja Modal berupa konstruk&, pengajuan'
SPP-LS pallng lambat 2 (dua) rmnggu seJak Provlstonal
Hand Over (PHO) d1tandatangan1 ' R

( 1) SPM dapat dlterbltkan _]lka

va.

?aragraf 4  " ” |
Penerbitan éPM -

Pasal 60

‘pengeluaran yang dlmmta tldak meleb1h1 pagu
"anggaran yang tersedia; o
. kebenaran pernbebanah Keglatan dalam rekemng
‘vbclanja sudah tepat dan N : '

}vd1dukung dengan kelengkapan dokumen yang sah dan- L

lengkap.

(2) Waktu pelaksanaan penerbltan SPM

a.

dlterbltkan palmg larnbat 2 (dua) harl kexja sejak SPP B
d1ter1ma, dan o S
apablla ditolak maka dlkembahkan ke bendahara pahng o
lambat 1 (satu) hari ker_]a sejak d1ter1ma SPP.

(3) PPK-SKPD / SKPKD / PPK Unit Kelja mcmlhkl tugas

a.

v‘mengujl SPP beserta kelengkapannya, -
b

}menylapkan SPM atas SPP  yang telah d1u31'v

}kelengkapannya dan kebenarannya untuk -
" ditandatangani PA atau KPA; | N -
“rnenerbltkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang |
'_dla_}ukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPKD

udak Iengkap atau tldak benar,

) membuat reglster penolakan penerbltan SPM dan




.,e'

-a.

membuat reglster SPM
(4) PA atau KPA mem111k1 tugas
menerbztkan SPM; dan

menolak SPM yang dlterbltkan PPK-SKPD dan PPK. o

SKPKD bﬂa SPP yang dlajukan Bendahara Pengeluaran; -

"SKPD tldak lengkap atau tldak benar

Pasal 61

(1) SPM yang telah d1terb1tkan oleh PA atau KPA d1k1nmkan'
kepada BUD dilengkapi dengan dokumen tag1han o

‘ pembayaran sebaga1 benkut
~ a. untuk SPM-UP: |

b

3.

1.

’7’.

salinan Surat Pengantar SPP

2. salinan Ringkasan SPP;

3. salinan Rmman Rencana Penggunaan Dana SPP
4.'salinan Daftar Penehtxan Kelengkapan Dokuman
v;_.YSPP; o o _ .

5. sahnan SPD : o
6. Surat Pernyataan t1dak dlpergunakan untuk
. keperluan selain Uang Persed1aan dan - -

Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA atau KPA

vuntuk SPM-GU: , S
1. salinan Surat Pengantar SPP
2 salinan Rlngkasan SPP; - , '

sahnan Rmman Penggunaan Dana SP2D UP/GU

v',‘yanglalu R S L e
.‘sallnan Daftar Penelman Kelengkapan Dokumen SPP :
5.'rekap1tu1asz pengeluaran perincian obyek S
6. Surat Pengesahan pertanggung]awaban penodev ]
~ sebelumnya; ‘ R |
. salinan SPD; R
.Surat Pernyataan tidak dipergunakan '};"‘_.,untuvk '

keperluan LS; | R

0. sahnan Buku Kas Umum, e

10.salinan Buku Bantu Slmpanan Bank

}v‘_1‘1v.sa;l‘1nan _Buku Bantu Kas Tunai;




| 13 Salman Laporan PaJak
) untuk SPM-TU |
e Salman Surat Pengantar Svpp
salman Rlngkasan SPP :

N sahnan R1nc1an Renca_na Penggunaan Dana SPP

‘,3" sahnan SPD S : - SRR :
¢ ﬁﬂSurat Pernyataan tldak dlpergunakan B untuk

1
2

| f:'_’f : 4, salman Daftar Penel1t1an Kelengkapan Dokuman SPP :f"‘f S Bae
6

:{':'_keperluan sela1n 'I‘ambahan Uang Persedlaan

S 7. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan

| penglslan Tambah Uang Persedlaan,

- - _:; 8. ‘Surat Pernyataan Tanggung J awab PA 'atau KPA
“.'::.fl":untuk TU Nihil: ‘_ o | ST

._sahnan Surat Pengantar SPP

. sa.lman R1ngkasan SPP e SUTPEIELN
.‘»sahnan Rmman chcana Penggunaan Dana SPP e s
. isalman Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman SPP . -

.fsahnan Buku Kas Umum, S T

.:'Sahnan Buku bantu Slmpanan Bank Av.v‘v;-‘,f, R

: salman Buku bantu Kas ’I‘unal,

oa-.: ::;‘1 ,o\**[_ o ‘_:‘4; @j j t‘o -

g '.'fsahnan Lamp1ran Pajak B
. "funtuk SPM-LS G&_]l dan ’I‘unjangan
‘:1 sahnan Surat Pengantar SPP =
'sahnan Rlngkasan SPP

sahnan R1nc1an Rencana Penggunaan Dana SPP

o ) salman Daftar Peneht1an Kelengkapan Dokum en . :
- 5daftar ga_]l, dan

, -‘;:f:ﬁ6'.:rekap1tulasx gajl perlembar dan pergolongan RIS I
.""-;:;v“vl_,untuk SPM LS BelanJa Bunga, Hlbah Bantuan Somal
da.n Belan_]a ‘v"Tldak Terduga} -

serta Pengeluaran .

Pembayaran SEREEIE EA S
1 sallnan Surat Pengantar SPP T R

2 sahnan ngkasan SPP




o ."f'vilsahnan“Rmman Rencana Penggunaan Dana SPP e
' 4 v*salman Daftar Penel1t1a 'KeIengkapan ‘Dokumen :} f"}’_
o sen S
:5;»>,:v-:sahnan SPD et s T
o . }6:’.3",“Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA atau KPA o
: B 7 Surat Permohonan yang d11engkap1 dengan proposal { ‘} o
dan telah dlsetu_]ul oleh PPKD / Sekrctans;
Py '_“v‘,.,.;,}'Daerah/Bupatl I PE R RS
S 8 :Keputusan Bupau tentang Penern'na dan Besaran*ff
L : '::1_:'3.":-';‘_;Bantuan/Hlbah T L e T
' '”.m9‘;*5;;-;'Naskah Pexjanjlan H1bah Daerah (NPHD), dan R
10 Keputusan Bupatl tentang Penggunaan BelanJa: |
TldakTerduga ORI f,, e e o

;. untuk SPM-LS Barang dan Jasa

1 sahnan Surat Pengantar SPP

L }2‘;}; sahnan ngkasan SPP S 3

3 salman R1nc1an Rencana Penggunaan Dana SPP o

ol 4sahnan Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman

| ",f_"';“{'-{'sahnan sD;
, Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA |

7. Kontrak/ Peljan_uan Ktea
| Surat Penntah Mu1a1 Kelja, L ,
B 0. Benta Acara Serah Tenma Barang atau Penyelesalanffﬂ:’_:,;.

: : '::: 10 Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), ‘f R
11 Sahnan Rekenmg Bank dan Ce
12 Salman Nomor Pokok Wajlb PaJak (NPWP)

~ Pencrbitan ._,sPéb,j Dalam Jarngan (Host to Host)

: - o . Pasal 62 v R R NI
( 1) BUD melakukan pengu_pan SPM yang terdm dan pengu_]lan L R

S substantlf dan pengullan formal

(2] Pengupan substantlf bertujuan untuk




C mengu_u

'_tercantum dalam SPM BEEE | ST
"b,:}ﬁ”mengu_u ketersedlaan dana pada Keg1atan dan kode ',
;}_}'--i::rekemng dalam DPA SKPD yang dltun_]uk dalam SPM

r_;:kebenaran .;.":}Perhltungan j

' ftersebut

:‘mengujl kelengkapan dokumen taglhan' pembayaran

L ‘,:; ".‘dan

L d mengu_]l SSP dan faktur pajak
(@ Pengu_uan formal bertuJuan untuk : o v‘
a B _mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatanganan
o ‘} SPM, PA  atau if* KPA‘ o dan . cap/ stempel ‘,
o 'f}fE:_kantor/SKPD/SKPKD dan dengan f spesunen yang.

Ry fdlterlma

'v.""_memenksa cara penullsan/peng131an _]umlah uang_f‘

o dala:rn angka dan huruf dan el

.y ; memenksa kebenaran dalam penuhsan, ‘termasuk tldak L o
: ’»:"boleh ter dapat cacat dalam penuhsan SR

et 'Berdasarkan has1l pengupan SPM BUD melakukan',.__}h S
a penerb;tan SP2D apabﬂa SPM yang dla_]ukan tel ah ‘; N

memenuh1 persyaratan, atau

o b penolakan penerb1tan SP2D apabﬂa SPM sudah dunput

T _ dan dlajukan t1dak memenuhl persyaratan SR
o - V: : '(5) , Penerbltan SP2D sebagalmana d1maksud pada ayat 4 huruf .f }' l
ER ( ) palmg lama 2 (dua) han kerJa terhltung se_]ak"f |

o di ten m anya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

}:(6")’?Penolakan penerbltan SPZD scbagalmana d1maksud pada oy

. ayat 4 huruf (b) palmg lama 1 (satu] han kerja terhltung"f‘;‘:_';‘-:j:'.v_::;

o ‘v’-_-,._;’f:'_’sejak dltenmanya pengajuan SPM L ST
?:5"".‘("7)':'Setelah SP2D terblt BUD menglrlmkan data secara Onhne S
. dan menyerahkan SP2D secara ﬁ81k beserta daftar pengujl,’"’

e ke Bank Penylmpanan Kas Daerah kemudlan Bank}j ; X

f%Penylmpanan Kas . Daerah mentransfer ke rekenmg atas- Sl
_t:"_’inama penenma dan besaran dana sesuaJ. dengan yang s
tertera dalam SP2D - :ff l f PR T | s
B (8) .:vaalaIn hal BUD berhalangan yang bersangkutan dapat’r::ffﬂf O

e ﬁi‘;b;;menunjuk PeJabat eselon III dlbawahnya yang sesual




dengan mgas pokok dan fungsmya untuk dzben
kewenangan menandatangam SP2D I

Baglan Ketlga .
Pengemballan Keleb1han Pernbayara.n, Pengembahan Slsa UP
TU LS Denda Pengadaan Barang/ J asa dan Klalm

v Pemerlksaan

v v - Pasal 63 o L

(1) Pengembalxan keleb1han pembayaran kepada plhak ketxga
. dalam Tahun Anggaran berjalan melalul mekamsme.}
pemmdahbukuan ,a perlntah BUD berdasarkan

- permintaan dari pxhak ketxga ' _ R -
(2) Pengembahan kelebihan pembayaran kepada pxhak kct:ga‘-_‘

setelah Tahun Anggaran bcrakh1r melalui mekamsme»,_ -

'bBelanJa T1d.ak Terduga berdasarkan permmtaan dan p1hak _

‘ Pasal 64 , o
(1)} Mekarusme pcngembahan sisa UP dan/atau Tambah Uang'
B Persedlaan (TU) dalam 'I‘ahun Anggaran beljalan melalul; ;
penyetoran pada Rekemng Kas Umum Daerah : o
(2)"‘"Mekan1sme pengembahan LS dalam Tahun Anggaran"':
o _.bber_]alan melalm penyetoran pada Rekemng Kas Umum» .
- Daerah dan akan mengurang1 realisasi belanja .
| (3)_Mekamsme pengembalian s:sa UP Tambah Uang‘_ o
Persediaan (TU) dan LS setelah Tahun Anggaran berakhlrv'
- melalui penyetoran pada Rekemng Kas Umurn Daerah E
| (4) Mekanisme denda pengadaan barang/ jasa serta klaum»‘ -
- pemenksaan melalui penyetoran} pada Rekemng Kas Umum; | o
B Dacrah. e AR T S

(5]‘ Dalam hal pengembahan atas klaim pemenksaan dana-_ R

 BOS reguler dalam Tahun Anggaran berjalan dxsetor
- .jmelalul rekemng BOS reguler ' : .



PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

v -'.;ff Baglan Kesatu e

Bcndahara Penenmaan da.n Bendahara Penerlmaan pembantu,}

Pasal 65

3 Penerlmaan

Pembantu

(1) Bendahara

:“j"mempertanggung]awabkan secara admlmstratxf tas

pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penenmaan'

o pallng lambat tanggal 5 (11ma] bulan benkutnya dlsertal"vf-f__
:v";::-lbuktl buktl penenmaan/setoran A RN
f'ff_;’_(2v]:_"»Bendahara Penenmaan Wajlb mempertanggung]awabkan ) )
) ‘. :‘:secara admmlstratﬂ' atas pengelolaan keuangan kepada PA
e melalui PPK-SKPD pahng lambat tanggal 10 (sepuluh) '  1:'-'- ‘}
bulan berlkutnya dllampm PR LT R o "
.f ’buku penenmaan dan penyetoran yang telah d1tutup : -

" b. ‘lf:reg1ster Surat Tanda Setor {STS),

c "‘buktl penerunaanyang sah dan ETARNEE GRS e
s ;'vd’.':vgvpertanggungjawaban Bendahara Penemmaan Pembantu SEEEE

,:“‘;.5_‘('3')]Laporan keuangan Bendahara : Penenmaan SKPDI',E.'}'{"

i ,;Q‘:‘:merupakan laporan gabungan Yang sudah merangkum SPJ ";‘fff?; P

o ':'_Bendahara Penenmaan Pembantu

- 4 Bendahara Penenrnaan waij mempertanggun.awabkanv i_‘-
» . s secara fungsmnal atas pengelolaan keuangan kepada PPKD ) o
i, dengan tembusan kepada Inspektorat palmg lambat tanggal‘,: ‘vj: o .

10 (sepuluh) bulan berikutnya. R

‘::Pertangg‘-lnglawaban admlmstram ':dan fungsmnal ,»-pada'

 akhir Tahun Anggaran dlsampalkan pahng lambat han;

o ?_'f_}”::ikelja terakhlr bulan Dcsember

“'_V‘_PPKD melakukan venﬁkam evalua31 dan anallsls atas :

S pertanggung]awaban Bendahara Penenmaan dalam rangka";“fjf.:’,

:":"'.’rekonsﬂlam penenmaan palmg lambat tanggal 20 (dua'?l_f -

' :A"M-"‘-».;puluh) bulan benkutnya o




(7) PPKD berwenang membenkan teguran tertuhs dengan

o

tembusan Sekretans Daerah dan Inspektorat kepada .

Bendahara Penenmaan apablla sampaJ denga.n tanggal

}yang d1tetapkan bendahara belum mengmmkan SPJ- -

fungsmnal

o Bagianik‘édua -
Bendahara Pengeluaran

 Pasal 66

Bendahara Pengeluaran - 'menyampaikan‘ laporan |

pertanggung]awaban keuangan setiap bulan kepada PA

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berlkutnya, kecuah laporan pertanggung]awaban o

v bulan Desember d1sampa1kan palmg lambat han kexja

@

terakh1r pada bulan Desember

Dalam mempertanggung]awabkan " pengelolaan uang,
dokumen laporan pertanggungjawaban yang dlsampalkan ’

mehputl

a. Buku Kas Umum ,

b.: rmgkasan pengeluaran per rmc1an obyek yang dlserta;
.dengan bukti- buktl pengeluaran yang sah dan lengkap
‘atas pengeluaran dari setlap r1nc1an obyek :

¢. bukti atas penyetoran PPN /PPh ke Kas Negara, dan

d. | reglster penutupan kas v ) ‘

Dalam  melakukan venfika51 o atés " laporan |

pertanggung]awaban yang  disampaikan, PPK-SKPD

- berkewajiban‘ P

a. _meneliti kévl‘en’gkéxl;iah‘ o * dokumen | Iaporan .
pertanggung]awaban - dan keabsahan buku-buktl |

 pengeluaran yang dllamplrkan -

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per

rmc:an _obyek yang tercantum dalam rmgkasan per

' rincian obyek

c. meneliti - kebenaran pembebanan belanja sesuai -

E chxat;m dan'rekemng belanja dalam DPA-SKPD;



S menghltung

e dan SP2D yang dxterb1tkan penode sebelumnya e

V, pengeluaran per rmc1an obyek dan

e ’?mengu‘u kebenaran rea11sas1 belanJa sesuau dengan SPM:Y'}: g

pengenaan o PPN / PPh

| (4) Dokumen yang dlgunakan oleh PPK-SKPD',:V dMMv :
" menatausahakan pertanggung]awaban Pengeluaran'ﬁf:fz .' S

- mehpuu

: a’

o pengeluaran,

e ’_fv Pengeluar an dan

il -ff" . reglster penutupan kas

(1) Bendahara Pengeluaran mempunya1 tugas

. a

o pengeluaran

pertanggung]awaban, 5

Z_’:f,Pembantu Pengeluaran per rmc1an obyek dan

i :penenmaan SPJ pengeluaran

register  pencrimasn léioofan_ ;;g,;.fperaﬁggangiawabaa

};’-.’.‘surat penolakan " pertanggung]awaban o

-".,”‘»’reglster penolakan laporan pertanggung]awabanf}",

Pasal 67- -

mengup kebenaran dan kelengkapan dokumcn

. m elakukan pcncatatari ‘bukti- bukt1 penggunaan >dana,ﬁ: :
.»._‘j{‘dan UP/ Gant1 Uang Persed1aan (GU) /Tambah Uang "
. :':’“Persedlaan (TU) dan LS pada dokumen Buku Kas ERTe
- :Umum, = Buku Pembant"“‘" |
o ";F}Pembantu Pa_]ak Buku Pembantu Panjar dan Buku";':f:’

| Slmpanan / Bank Bukuf, o

.',,f, melakukan rekapxtulas1 pengeluaran dan mencatatnya.,} =

e d dalam SPJ yang akan dlserahkan ke PA atau KPA .

- (2) PPK-SKPD mempunya_l t‘LIgas o . e
S a mengu_u SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya

vzmereg1ster SPJ pengeluaran yang dlsampalkan olehvév

Bendahara Pengeluaran dalam buku regtster

mereglster SPJ pengeluaran Yang telah dlsahkan oleh:.‘-f':“’ R

B PA atau KPA untuk Sekretanat Daerah ke dalam buku ;;::f?’:f,-f o




| reglster pengesahan SPJ pengeluaran; dan

d. meregister SPJ pengeluaran yang ditolak oleh PA atau" ER

' KPA.*

(3) PA/KPA mempunya.l tugas

(1) ]

a. menyetujui SPJ . pengeluaran yang d1ajukan oleh"_,:’f .,

Bendahara Pengeluaran dengan menerbltkan Surat,

Pengesahan, SPJ Belanja; dan

'b. menolak SPJ pengeluaran apab1la dokumen SPJ ttdak |

sah dan tldak lengkap

Pasal 68

Bendahara - Pengéluaran pada SKPD_-' Wajib .

‘mempertanggung]awabkan secara fungsmnal  atas o

| }"pengelolaan uang yang menjadi tanggung _]awabnya dengan'

menyampalkan laporan pertanggun.awaban pengeluaran_ _

'..‘set1ap ‘bulan ‘kepada PPKD pahng lambat tanggal 10

o (sepuluh) bulan benkutnya, kecuah laporan .

fpertanggung]awaban bulan Desember dlsampaukan paling

,lambat tanggal 31 (tlga puluh satu) Desember tahun

berkenaan

Penyampalan laporan pertanggung]awaban Bendahara

'vPengeluaran | sebagalmana' dimaksud pada ayat (1)

dllaksanakan setelah dxterb1tkan surat pengesaha_nv' .

@

'pertanggung]awaban pengeluaran oleh PA.

Bendahara Pengeluaran | mengmmkan. ~laporan

' Apertanggunglawaban pengeluaran sebagmmana dxmaksud‘.:_‘ |

- pada ayat (2) kepada Inspektorat dengan dllampm

" a. buku kas umum;

‘ b. nngkasan pengeluaran per nncxan obyek yang dtsertalf_

dengan buktl-buktl yang sah

: “-c, bukti penyetoran PPN/ PPH dan

- d. reglster penutupan kas

@

PPKD: bcrwenang ‘memberikan teguran tertulzs dengan v'
tembusan ASekretans Daerah dan Inspektorat ‘kepada

_ Bendahara Pengeluaran ‘_ apabila sampai dengan tanggal



N

o vkepada Bendahara Pengeluaran palmg lambat tanggal 5‘»_1 SR

Uang - kas / uang tuneu dalam brankas v

»::“"‘_:,j,","menjad1 tanggung Jawabnya e
@

,Iaporan pertanggung]awaban pengeluaran setlap bulani.":f

yang dltetapkan bendahara belum mengmmkan SPJ;,;‘;.;:
fungsmnal F T e B

Pasal 69

yang menjad 5

pengurusan Bendahara Pengelua.ran pada PA dan Bendahara_{“-.f | _
fj.,.»vvv.ff_ Pcngeluaran Pernbantu pada KPA pahng t1ngg1 sebesar.-‘- B
Rp10 000 000 00 (sepuluh Juta mp1ah) o

Baglan Ketlga

A Bendahara Pengeluaran Pembantu

: Pasal 70 L ;.;-_ ‘,;‘_ .

Bendahara Pengeluaran Pembantu wa_ub mcnyelenggarakan::__f: f' S

R ‘:fpenatausahaan terhadap ” seluruh pengeluaran yang i

Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajlb menyampalkan%:{f_ﬁ

o 'j,,,*(hma) bulan benkutnya, | kecuah laporan

S Pertanggung]awaban bulan Desember d1sampa1kan pal1ng'_.fvfi'._;’.,

o ‘lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember tahun"f"i ;

Lo -*,berkenaan

@

Dalam proses penatausahaan, Bendahara Pengeluaranlf"-'}“::,_'v-‘-jf_’?'i f‘

S 1 Pembantu mencatat transak51-transaks1 dalam buku

L a. Buku Kas Umum, '}
'fuf.‘ib Buku Pa_]ak PPN / PPh da

Surat Pertanggunglawaban dlserahkan kepada Bendaharaf{ ::f:" :

’.ffPengeIuaran dengan dllampm

S c buktl»buku Ialn yang sah
?:,'i‘ ‘: ,(5)

'»a menguJ1 kebenaran dan | kelengkapan dokumen o

| | pertanggunglawaban, 5

a Buku Kas Umum, |
b Buku Pajak PPN / PPh dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu mem1hk1 tugas L e




b melakukan pencatatan buktl-buktl penggunaan dana

-’pada dokumen Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN / PPh
} }Buku Panjar; dan | ‘ ‘

e "melakukan rekap1tu1a31 pengeluaran dan mencatatnya

(6)

" ’2(7)

®)

. -' )

- dalam SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang '

 akan dlserahkan kepada Bendaha:a Pengeluaran

Terhadap SPJ 'Bendahara - Pengeluaran P‘embar—itu,»:

Bendahara Pengeluaran mem1hk1 tugas L
a. melakukan verifikasi, evaluasi dan ana11s1s SPJ‘
j Bendahara Pengeluaran Pembantu o
b. membenkan persetujuan terhadap SPJ Bendahara

Pengeluaran Pembantu, ~ dan  SPJ Bendahara

_»Pengeluaran Pembantu harus dxsertakan Bendahara ) :

~ Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran, dan B

‘c. ‘Dalam hal SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu o

' tersebut blla/ jika ditolak maka Bendahara Pengelua_ran
mengembalikanﬁya kepada Bendahara Peﬁgeluaran

_'Pembantu untuk d1perba1k1

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan -
bukti- bukt1 penggunaan dana darl UP, Gant1 Uang
| Persedlaan (GU) dan TU, kemudlan bukt1 penggunaan dana
tersebut dlarSkaan dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu hanya akan mencatat pengeluaran atas :

penggunaan dana tersebut pada dokurnen-dokumen
a. Buku Kas Umum, , - o
b. Buku Pajak PPN/PPh dan o

' c. BukuPanjar. L | | O
Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ Belanja- =
berdasarkan data dari 3 (tlga) dokumen sebagalmana L
d1maksud pada ayat (7) dalam SPJ Bendahara Pengeluaran.

Pernbantu

SPJ sebaga1mana dlmaksud pada ayat (8) dxserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berlkutnya, sedangkan SPJ bulan Desember -

paling lambat dlserahkan 3 (tlga) har1 kezja sebelum Tahun o
’Anggaran berakhlr ’ I ‘ o

- g e



(1)

BAB XI -

: PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK PADA SKPD

Pasal 71 ‘_ e
PA/KPA selaku SKPD dapat membuka rékening

. penenmaan dan atau rekemng pengeluaran serta rekemng v

- lamnya dengan persetujuan Bupatl melalm BUD.

@

Pembukaan rekemng sebagalmana dlmaksud dalam Pasa.l‘

' ,5 71 ayat (1], dxlakukan atas nama SKPD oleh Bendahara

o Penenmaan ‘atau Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu v . ,
Permohonan persetujuan pembukaan rekening
dlsampalkan oleh Kepala SKPD selaku - PA [/ Kuasa PA

- kepada Bupati melalui BUD dengan dllampm

Ca. Keputusan Bupatl tentang penunjukan Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Penenmaan SKPD dan S

b, surat pernyataan tentang penggunaan rekenmg

Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan -

-, -pembukaan rekemng yang dlajukan apablla permohonan

tersebut  tidak memenuhl : ketentuan ‘sebagaimana

| v»dlmaksud pada ayat (3)

o

@
L dengan tujuan pembukaannya harus dltutup oleh Kepala
SKPD dan saldonya dlpmdahbukukan ke Rekening Kas .

©

Pasal 72 o
BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau

: pcmmdahbukuan ‘sebagian atau seluruh dana yang ada

pada rekemng sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 71
ayat (1) ke Rekenmg Kas Umum. Daerah.

Rekenmg SKPD yang sudah tldak d1gunakan 1ag1 sesua1 - "

Umum Daerah pahng lambat 1 (satu) bulan seJak

penutupan

Penutupan dan/atau ' pemmdahbukuan éebagéiinana |

~dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada. Bupat:
melalui BUD palmg lambat 1 (satu) bulan se_]ak penutupan



| (1)

()

N ‘(2).

v Pasal 73 . .
Kepala SKPD selaku PA/KPA Wajlb melaporkan pembukaan
rekenmg sebagannana dlrnaksud dalam PasaJ 72 ayat (1),4

,- kepada Bupat1 melalm BUD palmg larna 5 (llma) han kelja | EE

sejak tanggal pembukaan rekening.

Rekenmg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 aYat (1), A

harus dilaporkan dan dlsa_ukan dalam daftar kepemlhkan

rekemng sebaga1 lamplran pada laporan keuangan SKPD o

yang bersangkutan dan wajib dlsampalkan kepada Bupatl-
setlap akhlr tahun ‘

Pasal 74

.Rekemng Penenmaan Rekenzng Pengeluaran dan rekemng.* ) |
llamnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan
' Bupat1 ini dan masih akt1f Wa]lb dxlaporkan kepada Bupatl, o

melalul BUD. - B B N
BUD melakukan invenfélrisaSi ' tefﬁadap' rekeriing .
sebagalmana dlmaksud ayat (1) dan melaporkannya kepada _ )

| Bupat1 untuk dltetapkan dalam Keputusan Bupatl

,BABXII I
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD

- Bagian v'Késatu

o Teknis Pengadaén Baljang/Jasa

Pasal 75

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diatur dalarn Peraturan B

Bupatl tersendm

PasaI 76

(1) Dalam rangka pelaksanaan transaks1 non tunm, maka

pembayaran komulatif per obyek pengeluaran ' mela1u1
mekamsme tuna1 dlbata31 sampa; dengan Rp2 500 000 00 -

(dua Juta lima ratus nbu rupxah)



(2)

| ._1‘(1)

@

. ':.; (3)

@

dlkecuahkan dan transak31 pembayaran pengeluaran non
tuna1 adalah j jenis pembayaran R
) pembayaran belanja untuk peljalanan dmas,
_pembayaran beIanJa transportas1 kepada masyarakat .
vpembayaran belan]a honoranum kepada masyarakat SR
pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar, |

- pembayaran belanja bantuan kepada yatim platu,

meopo TP

'pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada

saat texjadl bencana alam; dan v

'g. 'pembayaran belanja makan dan mmum rapat yang

_ dllaksana.kan di luar Daerah

. o Pasal 77
Tanda Buktx Pernbehan terdiri atas
a. bukt1 pembelian/ pembayaran,
b. Ku1tan